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1.1. Latar Belakang Masalah 
Pemilihan umum adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan 
kenegaraan. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk 
dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Ada Negara yang 
menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat 
untuk duduk dalam parlemen, akan tetapi ada pula Negara yang 
menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi 
Negara (pangreh). Umumnya, yang berperan dalam pemilu dan menjadi 
peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang, menyalurkan 
aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui 
pemilihan umum itu.1 
Pemilihan umum suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta 
merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan 
umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang 
memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan 
(refresentatif government). Pemilihan umum juga disebut dengan arena 
“political market” yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat 
                                                             
1 Teuku May Rudy,Pengantar Ilmu Politik,1993. Bandung : PT Refika Aditama. Hal.88 
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individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan 
para peserta pemilu.2 
Dalam sistem politik Negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu 
proses politik  yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih 
anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota 
legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota 
legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya 
disebut sebagai DPR-RI kemudian DPRD kabupaten/kota. Sementara dalam 
konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk 
memilih presiden, Gubernur dan bupati/walikotanya. 
Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam 
lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan 
dan reformasi politik yag telah bergulir di Negara ini sejak tahun 1998,  
dimana pada masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering 
didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja 
dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang 
sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, menngkritisi kebijakan, dan 
proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi 
dan kepentingan kepentingannya. 
                                                             




Dalam Negara yang menganut paham demokrasi diperlukan sebuah 
pemilihan umum, sebagai suatu wadah masyarakat untuk menyalurkan 
aspirasiya sehingga dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang 
berkedaulatan rakyatlah, yang memiliki kewibawaan. Dan legitimasi yang 
kuat  untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 
Oleh karena itu, pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara       
 Pemilihan umum sebagai salah satu wadah yang paling erat 
hubungannya dengan partisipasi politik masyarakat, khususnya masyarakat 
yang memenuhi kriteria sebagai pemilih. Misalnya Narapidana yang 
mempunyai hak suara untuk memilih calon pemimpin untuk daerahnya. Ini 
berarti suara rakyat yang diberikan pada hari pencoblosan merupakan 
tantangan yang harus di jawab secara bertanggung jawab dan 
berkesinambungan demi mantapnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah 
tahun 2015. 
 Di dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar 
penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara 
terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan 
kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, 
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memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di 
masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem 
pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik 
dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan 
masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain 
maupun hubungannya dengan Tuhan. 
 Sistem Pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, hal ini 
merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia 
yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang 
tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi 
sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga 
pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku 
tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama 
pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu 
salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. 
Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari 
pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan.Reaksi 
masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian 
derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan 
masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula di imbangi 
dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi 
pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. 
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Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat 
rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. 
‘’Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-
hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan 
tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas 
pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:  
 
“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 
pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina 
dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 
aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai 
warga yang baik dan bertanggung jawab.” 
Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga 
binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di 
masyarakat.Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang 





Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus 
memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. 
Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :  
A. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. 
B. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
C. mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
D. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
E. mendapatkan upah atau prerni atas pekerjaan yang dilakukan 
F. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 
lainnya;  
G. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
H. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku. Adapun hak yang dimaksud dalam hal ini 
yaitu hak untuk memilih atau ikut berpartisipasi dalam pemilihan 
umum. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumya bahwa setiap 
warga Indonesia berhak ikut serta dalam pemilihan umum begitupun 
dengan narapidana. 
Kota bulukumba merupakan kota yang menginginkan suatu pemilu 
yang bersih dalam pemilihan kepala daerah,  hal ini pula yang menjadi tolak 
ukur bagi masyarakat yang bermukim di kota bulukumba agar mereka yang 
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terlibat langsung dalam pemilu mampu menjadi pemilih yang cerdas dan 
bertanggung jawab terlepas dengan kepentingan kepentingan di dalamnya. 
Masih ada beberapa masyarakat yang berada di kota Bulukumba yang  
menjadikan pemilu sebagai ajang mencari keuntungan di dalamnya. 
Sehingga yang dicita-citakan sebagai pemilu yang bersih tidak berjalan 
sesuai yang diharapkan. Masyarakat yang di maksud dalam hal ini ialah 
masyarakat yang bermukim di lapas kelas II A  (lembaga permasyarakatan) 
kota Bulukumba. Dengan jumlah Narapidana  310 orang di antaranya  116 
berstatus sebagai tahanan dan 192 berstatus sebagai Narapidana. jumlah 
narapidana perempuan sebanyak 10 orang sedangkan laki-laki sebanyak 
297 dari   data yang di dapatkan dari lapas kelas II  A kota Bulukumba. 
Dalam pemilihan Bupati Bulukumba Tahun 2015 diketahui bahwa 
ada 365,990 daftar pemilih tetap, namun suara yang masuk untuk pemilihan 
umum tersebut hanya 209,248, dari perolehan tersebut berarti ada 156,742 
masyarakat tidak melakukan pemilihan atau dengan kata lain golput. Dari 
jumlah daftar pemilih tetap yag tidak melakukan pemilihan diketahui bahwa 
165  orang diantaranya berasal dari  kalangan narapidana. 
Mengapa narapidana ini tidak memilih? Sedangkan ruangnya 
terbatas dan pihak LAPAS bisa menggerakkan para narapidana ini untuk 
melakukan pemilihan umum. Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, 
penulis tertarik untuk melakukan peneltian terkait hak-hak politik narapidana 
dan apa yang menyebabkan sebagian narapidana tidak ikut memberikan 
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hak suaranya dalam pemilihan umum kepala daerah Bulukumba yang 
dilaksanakan pada tahun 2015,  adapun judul dari penelitian yang penulis 
angkat yaitu  ‘’ Hak-hak Politik Narapidana pada Pemilihan Kepala 
Daerah Bulukumba Tahun 2015’’ 
 
1.2.  RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana pemenuhan hak politik memilih narapidana pada 
PILKADA Kabupaten Bulukumba ? 
2. Faktor apakah yang mempengaruhi penggunaan hak politik 
memilih narapidana pada PILKADA Kabupaten Bulukumba ? 
1.3. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah 
dirumuskan maka tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai agar 
penelitian ini dapat berguna. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
sebagi berikut: 
1. Untuk mengetahui pemenuhan hak politik memilih narapidana 
pada PILKADA Kabupaten Bulukumba. 
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi 






1.4. MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu: 
1.4.1 Manfaat Akademis 
1. Agar menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran ilmiah 
dalam melengkapi kajian – kajian mengarah pada 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang 
partisipasi politik. 
1.4.2  Manfaat Praktis  
1. Penelitian ini diharapkan dapat jadi pedoman bagi para aktor 
tentang hak-hak politik narapidana 
2. Menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai hak-















Di dalam bab ini, penulis akan memaparkan aspek–aspek yang 
membahas teori dan pendekatan-pendekatan yang akan di gunakan dalam 
penelitian mengenai partisipasi narapidana pada pemilihan kepala daerah 
tahun 2015. Dalam hal ini di salah satu daerah di kota Bulukumba yang juga 
ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015, lembaga 
permasyarakatan (LAPAS) kelas II A kota Bulukumba. Untuk itu dibutuhkan 
teori–teori dan konsep–konsep yang mendukung penelitian ini. 
2.1.  DEMOKRASI 
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga 
negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat 
mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara 
berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam 
perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup 
kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik 
kebebasan politik secara bebas dan setara.3Demokrasi sebagai sebuah kata 
yang memiliki arti melalui pemikiran panjang dan kuo, sering kali penerapan 
katanya sangat tidak seimbang dengan arti seharusnya. Mereka memahami 
demokrasi secara sederhana, demokrasi di artikan segala sesuatu di tangan 
                                                             
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2005, Ed. Kelima) hlm 142 
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rakyat, rakyat dan keputusanya adalah hal mutlak sebagai sebuah pemenang 
dann pemegang kekuasaan, sehingga demokrasi selalu diartikan dalam 
ranah politik.4 
Demokrasi sampai sekarang - pasca Reformasi masih menjadi topik 
dan sangat digemari, dipastikan orang yang mendukung demokrasi 
jumlahnya lebih besar dari pada yang meolak demokrasi. Karena dalam 
prinsip demokrasi merupakan sistem yang konstrukti dan mampu mejadikan 
keterbedaan bersuku, beragama, dann berfikir kea rah yang sama, tanpa 
membedakan faktor-faktor dan identitas sebagai pemisah, ini yang dicita-
citakan masyarakat.5 
Di samping itu juga demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan, 
dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dilaksanakan secara 
lansung oleh mereka, atau wakil terpilih dalam sistem pemilu yang besar.6 
Tetapi sekarang demokrasi disetarakan dengan pemilu, pasar bebas dan 
neo-liberalisme, dan warga Negara dihitung dalam kepatuhannya kepada 
partai politik popolaritas, ataupun keturunan, dan harta serta jumlah preman 
                                                             
4 Dede Rosyada, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi  Manusia & Masyarakat 
Madani , Abdul Rozak, dkk., ed. (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah  Jakarta  kerjasama The Asia Foundation & 
PERNADA MEDIA, 2003),109. 
5 M. Zaki Mubarak, ”Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia”  Jurnal Politika: 
Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III, no 3 (Desember 2007), 61 
6 Bernard Lewis, Islam Libralisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global 




atau satgas yang dimiliki. Dititik inilah proyek individualisasi demokrasi 
bermakna dan mencerahkan. Warga Negara kembali kepada dirinya sendiri, 
kepada fitrahnya, dalam ungkapan Vaclav Havel : hidup dalam kebenaran, 
kembali menziarahi kerinduan pada martabat manusia, kerinduan menjadi 
manusia lengkap dengan hak-hak individual dan sosialnya.7 
Pengertian itu bisa saja bertolak belakang atau bertabrakan, meski 
tidak jarang juga ditemukan defenisi yang bisa ditarik “benang merahnya”. 
Sebagai contoh perbedaan ini bisa diamati dalam sejarah ketatanegaraan 
Indonesia sejak merdeka hingga sekarang yang mengenal nama “Demokrasi 
Terpimpin”, “Demokrasi Pancasila”. Hingga kini, masih menjadi perdebatan 
yang tiada akhir tentang demokrasi. Ini artinya, demokrasi sebagai konsep 
masih layak dijelajahi dan dicari bentuk idealnya. Huntington, misalnya, 
mencatat bahwa pada pertengahan abad ke 20, dalam perdebatan mengenai 
arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk 
pemerintahan, demokrasi telah didefenisikan berdasarkan sumber 
kewenangan bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan 
prosedur untuk membentuk pemerintahan.8 
 
                                                             
7 M. Fadjroel Rachman, Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat Tentang Kebebasan,  Demokrasi dan Negara 
Kesejahteraan (Depok: Koekoesan, 2007 ),hlm. 44  
8Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, terj. Asril Marjohan (Jakarta: PT Pustaka 




 Demokrasi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk 
menyatakan pendapat atau tentang pikirannya, khususnya menyangkut 
segala sesuatu yang berhubungan lansung atau tidak lansung dengan 
dirinya. Sejauh itu menyangkut kepentingannya publik tentu menghendaki 
serba terbaik.9 
Ciri –ciri Demokrasi Menurut Samuel Huntington10, mengatakan bahwa 
sistem politik demokrasi di tandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:  
1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat 
banyak. 
2. Ciri Konstitusional, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan, 
kehendak, ataupun kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi 
dan undang-undang negara tersebut. 
3. Ciri Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan 
rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang telah dipilih oleh 
rakyat itu sendiri. 
4. Ciri Pemilihan Umum, yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan 
untuk memilih pihak dalam permerintahan. 
5. Ciri Kepartaian, yaitu partai menjadi sarana / media untuk menjadi 
bagian dalam pelaksaan sistem demokrasi. 
                                                             
9 Ranadireksa, Hendarmin (2000), hlm 132-133 
10 Abdulkarim(2008)  
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6. Ciri Kekuasaan, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. 
7. Ciri Tanggung Jawab, adanya tanggung jawab dari pihak yang 
telah terpilih untuk ikut dalam pelaksaan suatu sistem demokrasi. 
 Ada beberapa prinsip demokrasi yang penting yaitu  
1. Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik 
2. Tingkat persamaan tertentu di anatara warga Negara 
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai 
oleh warga Negara. 
4. Suatu system perwakilan 
5. Suatu system pemilihan – kekuasaan mayoritas 
6. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi  
7. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar mendapat wakil rakyat yang 
sesuai aspirasi rakyat)  
8. Jaminan Hak Asasi Manusia  
9. Persamaan kedudukan di depan hukum  
10. Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan  
11.  Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat  





Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan cara penyaluran aspirasi rakyat 
1. Demokrasi Langsung: Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi 
yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya 
dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari 
negara atau undang-undang. Bisa dikatakan demokrasi langsung 
adalah demokrasi yang bersih karena rakyat diberikan hak mutlak 
untuk memberikan aspirasinya. 
2. Demokrasi Tidak Langsung: Demokrasi tidak langsung adalah sistem 
demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. 
2.2. HAK POLITIK 
2.2.1. Defenisi hak politik 
Hak politik merupakan hak seseorang atau anggota masyarakat dalam 
berpartisipasi dari segi pemerintahan. Dimana hak yang dimiliki ini tidak dapat 
dicabut atau di rampas. Karena hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk 
perkembangan dirinya sendiri. 
Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-
hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral 
yang berasal dari kemausiaa setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk 
menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hokum, yang dibuat 
sesuai dengan proses pembuatann hokum dari masyarakat itu sendiri, baik 
16 
 
secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah 
persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang 
tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan 
dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.11 
Apabila dilakukan pengkajian hubungan antara hukum dan politik, 
setidaknya ada tiga macam penjelasan,yaitu :12 pertama, hokum determinann 
atas politik yang diartikan bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dann 
harus tunduk pada aturan aturan hukum. Kedua, politik determinan atas 
hukum. Karenna hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-
kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing. Ketiga, 
politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang berada pada 
posisi sederajat dengan determinasi seimbang antara yang satu dengan yang 
lain. Ketika hukum muncul, semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-
aturan hukum, meskipun hukum merupakan produk keputusan politik.  
Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang 
memungkikan warga Negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak 
politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan 
memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala denngan hak suara 
                                                             
11 Syahruddin, 2010,“Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami 
Istri ”Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas  Hasanuddin, Makassar, h. 1 




yang universal dann setara13 di samping itu juga kekuasaan dan 
kemerdekaan memiliki  kesamaan yakni sama-sama tidak memiliki pasangan 
kewajiban. Perbedaan kekuasaan dengan kemerdekaan adalah bahwa yang 
pertama memiliki konsekuensi pertanggungjawaban, sedangkan terakhir 
tidak demikian.  
Hak politik masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan di atas 
dapat menjadi gambaran bahwa hak politik masyarakat dapat bersifat luas 
dalam hal ini masyarakat mempunyai hak sipil dan politik yang telah di 
tetapkan oleh pemerintah melalui UU NO.39 TAHUN 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia dalam14 : 
Pasal 43 
(1)  Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 
pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui 
pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 





                                                             
13 Jurnal analisis sosial, Volume 7. Hlm. 11-31. (2002). Hlm. 17. 
14  Indonesia,Undang-Undang Hak Asasi Manusia, No 39 tahun 1999. LN No 165 Tahun 1999 TLN. No 
3886. Ps 43 ayat (1), (2), (3), dan Ps 44. 
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Pasal  44 
Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak 
mengajukann pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau 
usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan 
pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan 
maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Dari semuaa konsepsi perlindungan hak politik sebagaimana yang 
telah dibahas diatas, maka secara general, hak politik yang dilindungi 
instrument hukum internasional maupun hukum nasional Republik Indonesia 
menncakup hak-hak sebagai berikut15:: 
1. Pertama, Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan 
umum. 
2. Kedua, Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan lansung 
atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya. 
3. Ketiga, Hak untuk mengajukan pedapat, permohonan, pengaduan, da 
atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan 
tulisan. 
4. Keempat, Hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan public 
di dalam pem erintahan. 
Hak yang pertama, yakni untuk hak memilih dan dipilih dalam 
pemilihan umum tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut 
                                                             
15 Nur widyastanti., op cit hlm.2 
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memberikan suara dalam pemilu dan mencalonkan diri menjadi calon pejabat 
public dalam pemilihan umum. Hak yang kedua yakni hak untuk turut serta 
dalam pemerintahan dengan lansung atau dengan perantaraan wakil yang 
dipilihnya. Hak politik masyarakat pada dasarnya luas, namun kondisi yang 
dipahami masyarakat sekarang hak politik justru direduksi hanya pada saat 
pemilihan umum saja. Hak yang ketiga adalah hak untuk mengajukan 
pendapat, permohonan,pengaduan, dan  atau usulan kepada pemerintah 
baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Bentuk yang ketiga ini adalah 
bentuk saluran aspirasi masyarakat secara lansung kepada pemerintah. Hak 
politik yang keempat, yakni hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap 
jabatan public didalam pemerintahan. Hak atas jabatan public adalah milik 
masyarakat. Sangat logis bahwa hak untuk mennduduki jabatan public wajib 
dilindungi karena hak ini salah satunya yang menjamin keberlanjuta Negara 
demokrasi. 
Menurut teori Franchise lebih menekankan pada hak politik dan  
bentuk hak, lisensi, hak memilih, hak pilih atau hak suara. Kebebasan dari 
hak politik dan sipil menncakup hak-hak yang memungkinkan warga Negara 
ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk 
mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam 
pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara. 
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Hak –hak politik kemudian berkembang sejalan dengan tumbuhya 
sistem Negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. 
Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang 
diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat 
pemilihan berlansung. 
Menurut John Lock hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan 
kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty and property). Hak-
hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa 
yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang 
berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam 
bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan 
berlangsung.16 
Menurut Ramlan Surbakti (1991:30) faktor-faktor yang mempengaruhi 
masyarakat dalam memberikan hak suaranya adalah sebagai berikut : 
1. Kesadaran politik, seseorang yang meliputi kedasaran terhadap 
hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Misalnya hak-hak 
politik, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak 
mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti 
                                                             
16 Fuad Fachruddin. (2006). Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman 





kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan 
kewajiban lainnya. 
2. Motivasi, sebagai alat dorong yang berupa tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber yang 
dibutuhkan untuk dapat berkomunikasi dengan pemerintah di 
antaranya seperti pengetahuan aparat pemerintah yang harus di 
hubungi, keterampilan menulis dan berbicara, dana, harta benda, 
dan koneksi. 
3. Kesempatan, dalam hal ini adalah adanya akses untuk komunikasi 
dengan pemerintah, tersedianya saluran partisipasi yang mampu 
menampung dann mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan 
warga masyarakat dimana kesempatan tersebut dapat dirumuskan 
sebagai keikutsertaan yang tidak di halang-halangi atau pun tidak 
dianggap oleh pemerintah sebagai penganggu keharmonisan dan 
kestabilan dalam masyarakat. 
 
2.2.2. Hak Memilih  
Hak warga Negara untuk memilih (right to vote) adalah hak 
konstitusional warga Negara. Kedudukannya jelas diatur dalam konstitusi. 
Oleh sebab itu, maka hak memilih bagi warga Negara perlu mendapat 
perlindungan maksimal dari pemerintah. Perlindungan dimaksud meliputi 
22 
 
jaminan dan kepastian bahwa warga Negara berhak turut serta dan berperan 
aktif dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi lansung. 
Hal ini juga sekalian sebagai pembuktian bahwa rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan sebagaimana dituangka dalam UUD 1945 benar-
benar dapat merealisasikan hak pilihnya. Sebagaimana dijelaskan oleh 
Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora (2011: 137-138), bahwa sebagai 
pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan corak dan cara 
serta tujua apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan sekalipun 
harus diakui bahwa teramat sulit untuk memberikan keleluasaan kepada 
rakyat dalam menjalankan kekuasaan tertiggi itu.. 
Selain itu sebagaimana diuraikan  dalam pokok permohonannya 
bahwa hak memilih adalah suatu bentuk pengejawantahan hak atas 
kesempata yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana di atur 
dalam pasal 27 ayat (1) serta pasal 28D ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 
yang secara khusus juga di atur dalam pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 
tentang hak asasi manusia, yang berbunyi : ‘’setiap warga Negara berhak 
untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan 
hak melalui pemungutan suara yang lansug, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’’ 
2.2.3. Bentuk-Bentuk Turunan Hak Politik 
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Empat poin hak politik yang diatur dalam pasal 43 dan 44 Undang-
undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana 
dibahas di atas, adalah betuk hak politik yang luas yang bisa dijabarkan lagi 
lebih spesifik. Dari masing-masing hak yang luas itu tentunya terdapat hak-
hak lain yang timbul lantaran berlakunya hak politik itu. Namun untuk 
menghindari pembahasan yang terlalu luas, penulis hanya akan 
memfokuskan turunan hak politik yang muncul karena hadirnya hak untuk 
memilih dan dipilih dalam pemilihan umum kepala daerah. 
 Sebagaimaa ditetukan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahunj 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan 
kepala daerah diatur dan dilindungi secara eksplisit. Perlindungan hak 
seorang pemilih /  voters (hak memilih) ditetukan dalam pasal 68 Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah yang 
menyatakan bahwa :  Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari 
pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah 
berumur 17 tahu atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. 
Begitu pun hak sang calon ( yang dipilih), ketentuan persyaratan 
seorang calon kepala daerah ditentukan dalam pasal 58 yakni : Calon Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia 
yang memenuhi syarat ; (a). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b). 
setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi 17 agustus 
1945, dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ; 
(c). berusia sekurang-kurangnya 30 tahun (e). sehat jasmani dan rohani 
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; 
Dari hak memilih dan hak dipilih, menurut penulis keduanya 
melahirkan hak-hak turunan masing-masing. Hak memilih bagi masyarakat 
akan melahirkan turunan berupa kebebasan untuk menentukan pilihan akan 
bergabung dengan partai politik manapun sesuai keinginan. Selain itu  hak 
pilih juga melahirkan hak untuk tidak memilih (golput). Hal ini menurut penulis 
hak untuk menggunakan hak pilih adalah konsekuensi dari pemberian hak 
pilih itu kepada masyarakat. 
2.3. NARAPIDANA 
2.3.1. Defenisi Narapidana 
Untuk dapat melakukan pembahasan terkait hak-hak politik 
Narapidana, maka haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait 
pembahasan tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberaa 
kutipan terkait pengertian narapidana. Kamus besar Bahasa Indonesia 
memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman ( orang yag 
sedang mejalani hukuman karea tindak pidana); terhukum.17 
                                                             
17 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002:774 2Dahlan, \ Him. 537.   
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 Sementara itu, menurut Kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa 
Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian.18 Selanjutnya berdasarkan 
kamus hukum narapidaa diartikan sebagai berikut : Narapidana adalah orang 
yang menjalani pidana dalam lembaga permasyarakatan. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang 
menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 
Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang 
atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga 
Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. 
2.3.2. Hak-Hak Narapidana 
Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-
hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral 
yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk 
menjamin marrtabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang 
dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, 
baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini 
adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, 
                                                             
18 Dahlan, M.Y. AI-Barry , Kamus Induk Istilah llmiah Seri Intelectual, Surabaya, Target Press, 
2003   
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yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang 
merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.19 
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga 
Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :  
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;  
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;  
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;  
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;  
e. menyampaikan keluhan;  
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa  
lainnya yang tidak dilarang;   
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;  
h.menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 
lainnya;  
i.mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);  
j.mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga;  
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;  
l. mendapatkan cuti menjelang bebas;  
                                                             
19 Syahruddin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan 
Hubungan Biologis Suami Isteri, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum 




Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau 
seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk 
memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di 
Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. 
Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada 
adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum 
(pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.  
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, 
sehingga secara resmi bernama "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah" atau "Pemilukada". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004, peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta 
Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang 
didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti 
keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal 
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menyangkut peserta Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004. 
Pelaksanaan Pilkada langsung lahir atas pelaksanaan Pilkada melalui 
Perwakilan (DPRD) sebagaimana pernah diamanatkan Undang-undang No. 
22 Tahun 1999. Perubahan ini berdasarkan Undang-undang 
penyelengggaraan Pilkada langsung , yakni Undang-undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Daerah, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dalam melakukan pemilihan kepala daerah 
seharusnya sinkron dengan pemilihan Presiden yaitu pemilihan secara 
langsung. Masyarakat daerah dianggap berhak atas kedaulatan yang 
merupakan hak asasi mereka, yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena 
itu, masyarakat daerah harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan 
masa depan daerahnya masing-masing dengan memilih kepala daerahnya 
secara langsung. 
Seperti yang telah disebutkan bahwa salah satu ciri Negara demokrasi 
adalah dilaksanakannya pemilu dalam suatu kuru waktu tertentu. Demikian 
pentingnya Pemilu dalam suatu Negara demokrasi sehigga menimbulkan 
pertanyaan, untuk apa Pemilu itu diadakan. Untuk Negara Republik 
Indonesia, menurut Moh. Kosnardi dan Harmaily Ibrahim (1983:330) paling 
tidak ada tiga macam tujuan pemilu. Ketiga macam tujuan pemilihan umum 
itu adalah :  
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1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan 
tertib 
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat 
3. Dalam rangka melaksannakan hak-hak asasi warga Negara. 
Pemilihan umum merupakan salah satu cara menentukan wakil-wakil 
rakyat yang akan duduk dalam DPR, sehingga ada beberapa sistem pemilu. 
Hal tersebut terganntung dari sudut pandang tentang posisi atau kedudukan 
rakyat. Apabila rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk 
menentukan pilihannya dan sekaligus dapat mencalonkan diri  sebagai wakil 
rakyat, ataukah sebaliknya rakyat dipandang sebaagai individu yag sama 
sekali tidak berhak untuk mencalonkan diri dan memilih wakil-wakilnya. 
Berdasarkan hal itu, maka sistem pemilu data dibedakan atas sistem 
pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis 
dianut oleh liberalism, sosialisme, dan komunisme. Perbedaanya hanya pada 
cara pandang terhadap individu. Liberalisme mengutamakan individu sebagai 
kompleks hubungan antar individu yang bersifat kontraktif, sedangkan 
sosialisme dan khususya komunisme mengutamakan individu  sebagai 
kesatuan otonom. Masyarakat   dilihat sebagai kompleks hubungan antar 
individu yang bersifat kontraktif, sedangkan sosialisme dan khusunya 
komunisme mengutamakan kolektifitas masyarakat yang mengecilka peranan 
individu. Persamaan antara liberalism dan sosialismee utamanya komunisme 
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dalam pemilu yaitu mengutamakan individu sebagai penyandang hak pilih 
aktif, dimana individu masig-masing mengeluarkan satu suara. 
2.5. PENDEKATAN INSTITUSIONAL 
Pendekatan institusionalisme adalah suatu subjek masalah yang 
mencakup peraturan, prosedur dan organisasi formal pemerintahan. 
Pendekatan ini memakai alat-alat ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan 
batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis.20 
Pendeketan ini memfokuskan institusi negara sebagai kajian utama, 
bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap perannya, 
dan bagaimana institusi itu berinteraksi. 
  Negara sebagai pusat kekuasaan (state power centre) merupakan inti 
dari pendekatan institusional. Pendekatan institusionalisme berkembang 
pada abad ke-19, dimana belum terjadi perang dunia dan peran negara 
sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Fokus dari pendekatan ini 
adalah segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisionalnya 
menyangkut undang-undang, kedaulatan, kedudukan kekuasaan formal serta 
yuridis dari lembaga-lembaga negara. Setidaknya, ada lima karakteristik atau 
kajian utama pendekatan ini, yakni: 
1. Legalisme (legalism), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan 
pemerintah dalam mengatur hukum.  
                                                             
20 David Marsh and Garry Stoker, Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik, terj, (New York: 
Palgrave MacMillan, 2002), h. 109. 
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2. Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama 
atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun 
dapat menentukan perilaku seseorang.  
3. Holistik (holism) yang menekankan pada kajian sistem yang 
menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislative 
maupun yudikatif digunakan dalam pengkonsepan idealnya.  
4. Sejarah atau historicism yang menekankan pada analisisnya dalam 
aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan.  
5. Analisis normatif atau normative analysis yang menekankan 
analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada 
penciptaan good government. 
Pendekatan institusionalisme dibagi menjadi dua yaitu 
institusionalisme tradisional atau lama, dan institusionalisme baru. Perbedaan 
antara keduanya adalah jika institusionalisme lama mengupas lembaga-
lembaga kenegaraan (aparatur negara) seperti apa adanya secara statis. 
Sedangkan institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang 
dapat diperbaiki ke arah tujuan tertentu yang perlu ada rencana atau design 
yang secara praktis menentukan langkah-langkah untuk tercapainya tujuan 
tertentu. Perhatian Institusionalisme baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, 




  Institusionalisme dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat 
politik dan kebijakan public sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau 
massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan 
massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta 
pilihannya. Dengan demikian, kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam 
membentuk kebijakan public di nomor duakan21 
Jadi Kesimpulannya bahwa institusionalisme baru dapat di anggap 
sebagai suatu pendekatan yang luas, beraneka warna terhadap politik, yang 
disatukan pada penegasan bahwa institusi adalah variable yang menjelaskan 
sebagian besar kehidupan poltik. Kekuatan institusionalisme baru dapat 
ditemukan dalam karakter multi teoretisnya yang memungkinkan penilaian 
tentang dalil-dalil yang bersaing dari berbagai teori politik. Konstribusi 
pendekatan institusionalisme baru dalam ilmu poltik dilihat dari keuntungan 
epistimetik dimana perpindahan suatu dari posisi yang problematis menuju 
yang lebih memadai dalam suatu bidang alternative yang tersedia, dan dapat 
dibedakan dibedakan dengan perpindahan epistemology mitos dari 
kesalahan menuju kebenaran 
2.6. Kerangka Berfikir  
pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di  
mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara lansung. Yang di maksud 
                                                             




dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di 
lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah 
dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, 
gubernur, atau bupati/walikota. Sebagai perwujudan dari bentuk partisipasi 
rakyat dan terutama dilaksanakannya prinsip kedaulatan rakyat sangat 
dibutuhkan sarana artikulasi yang dapat mewadahi dan mewakili partisipasi 
politik tersebut. Salah satu perwujudan dari bentuk partisipasi politik rakyat 
adalah melalui pilkada yang merupakan wadah terpenting dalam suatu 
daerah untuk memenuhi dan keikutsertaan rakyat dalam menentukan arah 
dan tujuan suatu daerah. 
Dalam sistem politik yang demokrasi langsung, rakyat mempunyai hak 
untuk memilih pemimpin baik di tingkat nasional maupun daerah. Hak politik 
setiap warga Negara telah di jamin oleh konstitusi, baik dalam unsur 
kesetaraan dan persamaan. Dari penjelasan-penjelasan mengenai pilkada 
yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Pilkada sendiri memberikan 
kesempatan kepada masyarakat lokal/dearah untuk dapat terlibat dalam 
menyalurkan hak politiknya tanpa terkecuali. 
Di dalam sistem pemilihan umum itu sendiri, isu yang sering di 
perbincangkan adalah salah satunya mengenai fasilitas yang diberikan oleh 
penyelenggara kepada masyarakat yang memilih lansung. Seluruh rakyat 
Indonesia berhak memilih calon kepala daerahnya dann berhak 
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mendapatkan fasilitas untuk memudahkannya dalam memberikan hak 
suaranya atau pilihannya nantinya. Tentu saja tujuannya adalah sebagai 
wujud untuk memberikan hak politik kepada seluruh rakyat Indonesia 
terkhusus mereka yang ada dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas II A 
Bulukumba. Hal inilah kemudian yang menjadi acuan pada setiap 
pemilu/pilkada perlunya pemberian hak politik untuk Narapidana sesuai 
dengan hak yang diberikan Negara melalui konstitusi. 
Dalam kerangka berfikir ini, penulis mencoba menggambarkan 
bagaimana skema penyaluran hak politik dalam pilkada yang telah 
berlansung di Kabupaten Bulukumba `sebagai lokasi peelitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti. Bagaimana kemudian pemberian hak politik untuk 
masyarakat yang ada di Lembaga Permasyarakatan kelas II A Bulukumba 
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Di dalam bab ini, penulis akan memaparkan beberapa aspek yang 
akan di gunakan dalam penelitian mengenai partisipasi politik narapidana 
pada pemilihan kepala daerah tahun 2015. Dalam hal ini di salah satu daerah 
kota Bulukumba yang juga ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah tahun 
2015, lembaga permasyarakatann (LAPAS) kelas II A Bulukumba. Untuk itu 
dibutuhkan beberapa aspek untuk mendukung penelitian ini di antaranya : 
3.1. Tipe Dan Dasar Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan Jenis penelitian  kualitatif yakni 
penulis  menggambarkan dan menganalisis mengenai penyaluran hak politik 
Narapidana. Penelitian ini adalah analisis deskriptif  yaitu penelitian yang 
diarahkan untuk menggambarkan fakta-fakta dengan argument yang tepat. 
Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu 
gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat 
penelitian dilakukan. 
3.2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini  dilakukan di Kebupaten Bulukumba yang mana 
telah melaksanakan pilkada tahun 2015 lalu, dengan objek penlitian dan apa 
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yang akan menjadi narasumber ialah orang yang dianggap berkompeten dan 
memahami akan permasalahan yang penulis angkat dan kemudian 
menjabarkan segala permasalahan yang terjadi. Penulis memilih Kabupaten 
Bulukumba khususnya LAPAS Kelas II A Kota Bulukumba karena melihat 
jumlah narapidana yang sekian banyaknya tetapi jumlah suara yang masuk 
pada PILKADA sangat minim sehingga penulis tertarik untuk membahas 
masalah ini. 
3.3. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data 
sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. 
Kedua data ini digunakan karena mendekati dengan objek penelitian yang 
penulis gunakan.  
3.3.1. Data Primer  
Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari 
lapangan. Data  empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara 
dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten 
dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan yang 
relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian 
atau instansi yang terkait dalam penelitian. 
38 
 
3.3.2. Data Sekunder  
Selain data primer yang dimaksudkan, juga akan digunakan 
data sekunder sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer. 
Data sekunder lainnya diperoleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun 
kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan 
permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, dan laporan 
yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan 
data dalam penelitian. 
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
3.4.1.Wawancara 
Wawancara yang dilakukan peneliti, dilaksanakan bertatap 
muka secara langsung dengan informan dan memberikan pedoman 
wawancara kepada informan sehingga hal-hal yang kurang jelas 
dapat dijelaskan secara tertulis, dan jawaban yang secara lisan yang 
diberikan informan kepada peneliti ditulis oleh peneliti dengan rinci 
sambil memperdalam jawaban yang telah diberikan oleh informan 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan 
menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. 
Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara menggunakan 
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petunjuk umum yaitu wawancara yang dilakukan dengan 
menggunakan kerangka dan garis besar pokok-pokok materi yang 
akan ditanyakan dalam proses wawancara. Agar wawancara yang 
dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup 
kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut 
yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
Wawancara  dilakukan dengan informan terpilih, adapun cara 
menentukan informan adalah dengan menggunakan teknik pemilihan 
secara purposive yaitu Peneliti memilih informan menurut kriteria 
tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik 
penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk 
menjawab masalah penelitian. 
Olehnya itu peneliti memilih informan baik dari aparatur 
pemerintah maupun masyarakat serta Standar Operasional 
Pelayanan (SOP). yang khususnya Narapidana serta masyarakat 
yang di anggap representative dan dapat memberikan informasi yang 
valid yang berhubungan dengan penelitian. Adapun Informan yang 
ditetapkan yaitu : 
1. KPUD Kabupaten Bulukumba sebagai penyelenggara pilkada di 
Kabupaten Bulukumba adalah Ketua KPUD Kabupaten 
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Bulukumba dan staf-staf KPUD yang dianggap cocok untuk 
dijadikan Informan. Dalam Hal ini Ibu Ambar Rusnita (Devisi 
Teknis) dan Bapak Hasanuddin Salassa ( Devisi Sosialisasi) 
2. Pegawai Lembaga Permasyarakatan kelas II A Kabupaten 
Bulukumba Bapak Ramli S.Pd.i (Ketua bidang registrasi) 
3. Panwas Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu lembaga 
independen yang mengawasi jalannya PILKADA Kabupaten 
Bulukumba tahun 2015. (Bapak Muzakkir) 
4. Panitia pemungutan suara (PPS) pada tempat pemungutan 
suara ( TPS) Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kabupaten 
Bulukumba. (Bapak Agustan) 
5. Narapidana yang ada di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bulukumba. 
3.4.2. Dokumen 
Apabila dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis 
menggunakan dokumen–dokumen berbentuk gambar dan tulisan 
untuk melengkapi data–data pada penelitian ini dengan melampirkan 
bagian foto, gambar, peraturan, kebijakan dan catatan kehidupan 
untuk melengkapi bukti pada penelitian sehingga dapat menunjang 




3.5. Teknik Analisis Data 
 Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 
dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh 
data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, 
mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan. 
Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan 
tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. 
Akhirnya perlu dikemukakan bahwa analisis data itu dilakukan dalam 
suatu proses.  
 Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak 
pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sudah 
meninggalkan lapangan. Pekerjaan menganalisis data me-merlukan 
usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga, pikiran penulis. 
Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan 
guna mengkonfirmasikan teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori 
baru yang mungkin ditemukan. Penelitian kualitatif  terdapat beberapa 
tahapan-tahapan yang perlu dilakukan: 
1. Mengorganisasikan Data 
  Penulis akan mendapatkan data langsung dari subjek melalui 
wawancara mendalam (indepth interview), dimana data  tersebut 
direkam dengan alat perekam dibantu alat tulis lainya. Kemudian 
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dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil wawancara dari 
bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang 
telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data 
atau hasil yang telah di dapatkan. 
2. Pengelompokan Berdasarkan Kategori, Tema Dan Pola Jawaban. 
  Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap 
data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang 
muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan 
pedoman wawancara, penulis akan menyusun sebuah kerangka awal 
analisa sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan coding. 
Penulis kemudian kembali membaca transkip wawancara dan 
melakukan coding, melakukan pemilihan data yang relevan dengan 
pokok pembicaraan data yang relevan diberi kode dan penjelasan 
singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan 
kerangka analisis yang telah dibuat. 
  Penulis  menganalisis hasil wawancara berdasarkan 
pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh informan. Data yang 
telah dikelompokan tersebut oleh penulis dicoba untuk dipahami 
secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. 
Sehingga penulis dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan 




3. Menguji Asumsi Atau Permasalahan Yang Ada Terhadap Data 
  Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, penulis 
akan menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan 
dalam penelitian. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui 
analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah 
dijabarkan dalam BAB II, sehingga dapat dicocokan apakah ada 
kesamaas antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. 
Landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan 
antara konsep-konsep. 
4. Mencari Alternatif Penjelasan Bagi Data 
  Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi 
terwujud, penulis masuk ke dalam tahap penejelasan. Berdasarkan 
kesimpulan yang telah di dapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa 
perlu mencari suatau alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan 
yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu 
ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada 
kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau 
tidak terpikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan 
alternatife lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan 





5. Menulis Hasil Penelitian 
  Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan meru-
pakan suatu hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kem-bali 
apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Penulisan yang 
dipakaiadalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-
data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan 
observasi dengan subjek dan significant other. Proses dimulai dari 
data-data yang diperoleh dari subjek dan significant other, dibaca 
berulang kali sehinggga penulis mengerti benar permasalahannya, 
kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai 
penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan 
interprestasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup 













GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 
 Bab ini menyajikan tiga gambaran umum, yaitu gambaran umum 
daerah Kabupaten Bulukumba, Profil Lembaga Permasyarakatan (Lapas) 
Kelas II A kota Bulukumba. Dan gambaran Narapidana yang ada di Lapas 
Kelas II A. Gambaran umum Kabupaten Bulukumba mencakup sejarah 
Kabupaten Bulukumba, Keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi 
Kabupaten Bulukumba. 
 
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba 
Sejarah tentang  penamaan “Bulukumba“, konon masih bersumber 
dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu “Buluku“ dan “Mupa” yang dalam 
bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik 
saya“. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke – 16 Masehi ketika terjadi 
perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu kerajaan Gowa 
dan kerajaan Bone. Dan di batas Bukit yang bernama Karampuang Raja 
Bone masih mengklaim bahwa bukit Karampuan ( Wilayah ini didekat 
perbatasan Kab. Bulukumba dan Kab. Sinjai mengklaim masih Bukitnya, 
yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompo Battang,oleh pihak 
kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya. Namun pihak kerajaan 
Bone berkeras mempertahankan sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari 
barat sampai ke selatan. Berawal dari peristiwa tersebut kemudian 
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tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis “Bulukumupa”, yang kemudian pada 
tingkatan dialeg tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi 
“Bulukumba”22 
Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang 
mengorbankan harta, darah, dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba 
terhadap Kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia tahun 1945 diawali dengan terbentuknya “Barisan Merah 
Putih” dan “Laskar Brigade Pemberontakan Bulukumba Angkatan Rakyat”. 
Dari sisi budaya Bulukumba telah tampil menjadi sebuah “legenda 
modern”, dalam kancah percaturan kebudayaan nasional. Bahkan melalui 
industry budaya dalam bentuk perahu baik itu perahu jenis phinisi, 
padewakkang, lambo, pajala, maupun jenis lepa-lepa yang telah berhasil 
mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memiliki 
pemahaman terhadap adanya subyek yang bernama perahu sebagai suatu 
refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba.23 
Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari 
terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 
tentang Lambang Daerah. Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada 
                                                             




tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada 
(ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari 39. jadi Kabupaten 
Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 
13 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Bulukumba. Secara yuridis 
formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah 
ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten 
Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan 
pelantikan Bupati Pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960. 
Organisasi yang terkenal dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan 
pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai untuk merebut 
cita-cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia dalam 
hidup berbangsa dan bernegara. Peresmian Bulukumba menjadi sebuah 
nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang–Undang Nomor 29 Tahun 
1959, tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi yang 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 
Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.24 
Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 
1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan 
budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 
Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Secara 




yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah 
ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten 
Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan 
pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 
1960.25 
4.2. Keadaan Geografi 
Kabupaten Bulukumba berada di 153 Km dari Makassar Ibukota 
Provinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi 
Selatan dengan luas wilayah kabupaten 1.154,67 km2 atau 1,85% dari luas 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara kewilayahan Kabupaten 
Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada 








                                                             
25 Ibid hal 44 
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Gambar 1: Luas wilayah tiap kecamatan 
 








Kabupaten Bulukumba terletak diantara 05o20 ́ - 05o40 ́ LS dan 119o58 ́ 
120o28 ́ BT dengan batas-batas yakni: 
- Sebelah utara berbatasan Kabupaten Sinjai; 
- Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar 
- Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores; 
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng; 
Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan 
Ujungbulu (Ibukota Kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, 
Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 7 diantaranya 
termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan 
perikanan yaitu kecamatan: Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, 
Bontotiro, Kajang dan Herlang. 3 Kecamatan sentra pengembangan 
pertanian dan perkebunan yaitu kecamatan: Kindang, Rilau Ale dan 
Bulukumpa. Kabupaten Bulukumba juga mempunyai 2 (dua) buah pulau yang 
terdapat pada wilayah Desa Bira Kecamatan Bontobahari yakni Pulau 
Liukang Loe (berpenghuni) dan Pulau Kambing (tidak berpenghuni). Secara 
keseluruhan panjang garis pantai 128 km dengan luas laut +204,83 km2 
sangat menunjang Kabupaten Bulukumba sebagai daerah bahari/maritim 
dengan potensi unggulan perikanan dan kelautan. 26 
                                                             
26 BPS Bulukumba, Dalam angka Tahun 2015 
51 
 
Dari 10 kecamatan yang ada, semua dapat ditempuh dengan mudah 
dan ditunjang dengan infrastruktur jalan kabupaten yang memadai. 
Kecamatan yang terjauh dari ibukota kabupaten yakni Kecamatan Kajang. 
Peta Wilayah Kota Bulukumba 
 










4.3. Keadaan Pemerintahan 
Pemerintah kabupaten bulukumba membawahi 10 (sepuluh) 
kecamatan definitive dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa. 
Kondisi PNS pemda pada tahun 2015, di bulukumba terdapat 7.598 PNS. 
Ditinjau menurut pendidikan, pendidikan PNS lebih baik dibandingkan 
pendidikan pekerja pada umumnya yaitu mereka yang berpendidikan rendah 
(SD dan SLTP sederajat) hanya 1,95 persen, sementara yang berpendidikan 
SMA 14,11 perse dan diploma/universitas mencapai 83,94 persen. Dilihat 
dari kepangkatannya, 59,41 persen PNS bergolongan III, sedangkan PS 
golongan I hanya sebesar 1,43 persen 
Kelegkapan pemerintah sebagai mitra pemerintah (eksekutif), dibantu 
oleh legislative (DPRD) degan persoil organisasi yang cukup lengkap dan 
telah menghasilkann berbagai keputusan yang dituangkan dalam berbagai 









Gambar 2: Persentase Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 












Sumber BPS Bulukumba Tahun 2015 
 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
Bulukumba Periode 2009-2015 terdiri dari 40 orang yang meliputi: 1 orang 
Ketua DPRD, 2 orang Wakil Ketua, 4 orang Ketua Komisi, 4 orang Wakil 
Ketua Komisi, 4 orang Sekretaris Komisi (masing-masing untuk Komisi A, B, 
C, dan D), dan anggota Komisi masing-masing: Komisi A, B, dan C sebanyak 
6 orang, serta Komisi D sebanyak 7 orang. Berdasarkan fraksinya maka 
g   GOLKAR : 15 %
PAN : 15 %
DEMOKRAT : 10%
PPP           : 10 %
NASDEM   :  10 %
GERINDRA : 10 %
HANURA    :  7 %
PKS             : 7 %
PKB             : 5 %
PBB            : 8 %
PDI            : 3 %
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keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
Bulukumba terdiri dari: 
1. Fraksi Partai Golkar sebanyak 25 orang yang terdiri dari: 4 orang dari 
Golkar, 3 orang dari PSI, 3 orang dari Partai Hanura, 2 orang dari 
PKPB, 2 orang dari PDK, 2 orang dari PBR, 2 orang dari PPP, 1 orang 
dari PKB, 1 orang dari PDB, 1 orang dari Barnas, 1 orang dari PPI, 1 
orang dari PBB, 1 orang dari PKP dan 1 orang dari PKNU 
2. Fraksi PAN sebanyak 6 orang yang terdiri dari: 4 orang dari PAN dan 2 
orang dari Partai Buruh 
3. Fraksi Partai Demokrat sebanyak 5 orang yang terdiri dari 4 orang dari 
partai Demokrat dan 1 orang dari PPRN 
4. Fraksi Bulukumba Bersatu sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 orang 










Tabel 4.1. Data Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan, Dusun 
NO KECAMATAN IBU KOTA DESA KELURAHAN LINGKUNGAN  DUSUN 
1 GANTARANG  PONRE 18 3 8 80 
2 UJUNG BULU BULUKUMBA - 9 31 - 





4 4 13 13 
5 BONTO TIRO HILA-HILA 12 1 5 46 
6 HERLANG TANUNTUNG 6 2 10 28 
7 KAJANG  KASSI 17 2 11 100 
8 BULUKUMPA TANETE 14 3 7 76 
9 RIALAU ALE  PALAMPANG 14 1 5 57 
10 KINDANG BORONG 
RAPPOA 
12 1 3 47 
      BULUKUMBA 109 27 97 489 
Sumber : BPS Bulukumba Tahun 2015 
Kabupaten Bulukumba mempunyai wilayah administrasi yang terdiri 
dari 10 kecamatan dan 136 desa/kelurahan yang terdiri dari 109 desa dan 27 
kelurahan, terdapat 18 desa/kelurahan swadaya, 16 desa/kelurahan 
swakarya dan 102 desa/kelurahan yang swasembada. Artinya dari 136 desa 




4.4. Visi-Misi Kabupaten Bulukumba 
4.4.1. Visi 
Adapun visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu 
“Sejahterakan Masyarakat Bulukumba dengan Membangun Desa, 
Menata Kota, melalui Kemandirian Lokal yang Bernafaskan 
Keagamaan”. Visi di atas dapat didefinisikan sebagai berikut: 
Membangun Desa, pembangunan yang dilaksanakan pada 
semua bidang kehidupan dengan titik berat bidang ekonomi, sosial, 
dan budaya. Pemanfaatan potensi sumberdaya sehingga secara 
langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Menata Kota, dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah melalui penataan, pemanfaatan, dan 
pengendalian ruang kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang 
kota sebagai pusat permukiman, pemerintahan, jasa, pelayanan 
sosial, dan pusat pertumbuhan ekonomi. 
Kemandirian Lokal, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan 
potensi sumberdaya ekonomi, politik, sosial, dan budaya secara 
optimal yang memerlukan penanganan secara efisien, efektif, dan 
                                                             
27 Ibid hal.49 
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berkesinambungan yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan 
hidup. Bernafaskan Keagamaan, menegaskan bahwa agama sebagai 
acuam utama dalam proses aktualisasi nilai-nilai budaya dalam rangka 
proses adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis. Proses 
pembangunan berjalan dengan berlandaskan pada tatanan 
keagamaan yang membentuk prilaku manusia religius dengan nilai-
nilai spritual dan tetap melekat pada kehidupan masyarakat. 
4.4.2. Misi 
Misi ini menggambarkan keberadaan dan penetapan tujuan dan 
sasaran yang tepat serta menggambarkan keadaan yang ingin 
diwujudkan. Untuk mewujudkan pernyataan visi tersebut di atas, kami 
implementasikan dalam beberapa misi, sebagai berikut: 
1. Berkembangnya kapasitas masyarakat Bulukumba agar mampu 
meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan dan 
demokratis. 
2. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh-kembangnya kelembagaan 
masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan 
perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang 
memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. 
3. Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan 
sumberdaya kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung 
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mapun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian 
sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta berdampak 
positif terhadap pengembangan kawasan sekitar. 
4. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif, 
transparan, dan akuntabel. 
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya terhadap 
segenap aspek kehidupan kemasyarakatan.28 
4.5. Keadaan Demografi 
Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 memiliki jumlah    penduduk  
mencapai 410.485 jiwa, yang berada di 10 kecamatan. Dari sepuluh 
kecamatan, Kecamatan Gantarang yang mempunyai jumlah penduduk 
terbesar yaitu 74.061 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan 
lebih banyak dari penduduk laki-laki yaitu 216.472 jiwa perempuan dan 
194.013 jiwa laki-laki. Dengan demikian rasio jenis kelamin (perbandingan 
laki-laki dengan perempuan) adalah 90, yang berarti dalam setiap 100 orang 
penduduk perempuan terdapat 90 orang penduduk laki-laki. 
Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 yaitu 
355 orang per km2 yang berarti lebih tinggi 2 orang dibandingkan tahun 
sebelumnya. Kecamatan yang palinng padat penduduknya adalah 
kecamatan Ujung Bulu terjadi karena kecamatan tersebut merupakan ibu 
                                                             
28 Ibid hal 43 
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kota Kabupate Bulukumba. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah 
ini : 
Tabel 4.2. Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 
2010-2015 
NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK LAJU PERTUMBUHAN 
PENDUDUK PERTAHUN 
  2010 2014 2015 2010-2015 2014-2015 
1 UJUNG BULU 48.126 51.916 52.832 1,88 1,76 
2 GANTARANG 71.158 73.545 74.061 0,8 0,70 
3 UJUNG LOE  39.533 40.834 41.114 0,79 0,69 
4 BONTOBAHARI 23.976 24.848 25.040 0,87 0,77 
5 BONTO TIRO 22.808 22.237 22.075 -0,65 -0,73 
6 HERLANG 24.128 24.452 24.507 0,31 0,22 
7 KAJANG 47.080 48.188 48.411 0,56 0,46 
8 BULUKUMPA 50.835 51.861 52.059 0,47 0,38 
9 RILAU ALE  37.809 39.174 39.473 0,86 0,76 
10 KINDANG 29.815 30.720 30.913 0,72 0,63 
 Bulukumba  395.268 407.775 410.485 0,76 0,66 




4.6. Gambaran Umum Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas 
II A Bulukumba  
Lembaga permasyarakatan Kelas II A Bulukumba merupakan Unit 
Pelaksana Tekis (UPT) yang kedudukannya berada di bawah naungan 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi 
Selatan. Lapas ini terletak di jalan jenderal Ahmad Yani No.13 
Bulukumba,92561.Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupate 
Bulukumba. Letak Geografis Lapas Klas II A Bulukumba mempunyai batas-
batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara kantor ini berbatasan dengan 
pemukiman penduduk, sebelah timur berbatasan dengan sinjai sebelah 
selatan berbatasan dengan pemukiman penduduk.29 
 
Bangunan Lapas Klas II A Bulukumba meliputi halaman depan, 
bangunan utama, halaman dalam, dan pos jaga di setiap sudut bangunan 
yag dibatasi tembok keliling. Bangunan utama terdiri atas porter, ruang 
perkantoran, ruang dharma wanita, ruang rapat, ruang siding TPP, ruang 
konseling, koperasi, gudang dan terdapat masing-masing lima ruang sel di 
belakang ruang utama. Setelah melewati porter terdapat ruang jaga, gudang 
penyimpangan barang, ruang kunjungan/ruang besuk dan taman. Memasuki 
                                                             
29 BPS Bulukumba dalam angka tahun 2015 
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halaman dalam tepatnnya di bagian tengah terdapat sarana lapangan dimana 
di dalamnnya terdapat fasilitas olahraga. Dan lapangan upacara serta sarana 
ibadah. Kamar hunian terdiri atas empat blok yaitu blok pertama dan kedua 
terdapat di sebelah timur halaman dalam dengan jumlah kamar sebanyak 35 
kamar dan sebelah dan sebelah utara blok ketiga dan keempat. Selain itu, 
sebelah barat halaman dalam terdapat  ruang dapur, gudang, ruang aula dan 
dua ruang bimbingan kerja.30 
Struktur organisasi Lapas Klas II A Bulukumba menjelaskan bahwa 
adanya pekerjaan yag struktural (tersusun) yang telah ditetapkan kepada 
satu kepala yang mempunyai beberapa annggota dalam pelaksanaanya. 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lapas Klas II A Bulukumba dapat dilihat di 





                                                             












Penulis hanya akan membahas tugas pokok dan fungsi unit kerja seksi 
pelayanan tahanan. Unit Kerja Seksi pelayanan tahanan adalah salah satu 
unit kerja di Lembaga Permasyarakatan yang bersinggungan lansung dengan 
pemenuhan hak politik narapidana dalam memberikan hak suara pada 
pemilihan kepala daerah Bulukumba tahun 2015. Unit kerja ii terdiri dari tiga 
ub seksi diantaranya sub seksi Registrasi Dan Bimbingan Kemasyarakata 
yag salah satu tugas pokoknya melakukan pendataan tahanan dan 
narapidana ke dalam buku register dan memasukkannya ke dalam data 
komputerisasi, sub seksi Bimbingan kemasyarakatan yang memberikan 
bimbingan dan penyuluhan serta kegiatan lainnya kepada seluruh narapidana 
yang ada di Lapas Kelas II A Bulukumba.   
Kepala Seksi Registrasi Lembaga Permasyarakatan Kelas II A 
Bulukumba, Bapak Ramli, S.pd.I saat ditemui di kantornya menyatakan 
bahwa saat ini jumlah narapidana yang ada di Lapas sebanyak 310 orang di 
antaranya 116 berstatus sebagai Tahanan  dan 192 berstatus sebagai 
Narapidana. Jumlah narapidana perempuan sebanyak 10 orang sedangkan 
laki-laki sebanyak 297 dari data yang di dapatkan dari Lapas Kelas II A 
Bulukumba. Dan Narapidana yang memberikan Hak suaranya pada 
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 sebanyak 146 dari data yang di dapat 
di Lapas Kelas II A Bulukumba. Adapun nama-nama Narapidana yang ada di 
Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Bulukumba per tahun 2015 
64 
 
sebagai berikut :  
Tabel 4.3. Jumlah Tahanan dan Narapidana di Lapas Klas II A 




Tahanan Dan Narapidana 
2015 
Laki-laki Perempuan 
1 Narapidana Dewasa 140 5 
2 Narapidana Pemuda 20 7 
3 Narapidana Anak 3 - 
4 Tahanan Dewasa 110 5 
5 Tahanan Pemuda 1 - 
6 Tahanan Anak 1 - 
Sumber Lapas Klas II A Kota Bulukumba tahun 2015, Data diolah 
Dari tabel diatas sangat dapat dilihat bahwa Lembaga 
Permasyarakatan kelas II A Bulukumba pada pemilihan kepala daerah 
sebanyak 310 orang tahun 2015 dari data yang di dapat oleh penulis dan 
hanya 145 orang yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 
jumlah keseluruhan Narapidana yang ada di Lapas Kelas II A Bulukumba.31 
Di samping itu juga, Menurut Bapak Agustan yang penulis wawancarai 
                                                             
31 Ibid 59 
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pada tanggal 20 Maret tahun 2017 penghuni yang menjadi binaannya, 
didominasi kasus penyalahgunaan narkoba serta masih banyak kasus-kasus 
lainnya. Berikut kasus-kasus yang ada di Lembaga Permasyarakatan Kelas II 
A Kota Bulukumba.32 
TABEL 4.4. PERSENTASE BERBAGAI KASUS DI LAPAS KELAS II 
BULUKUMBA 
NO MACAM-MACAM KASUS LAPAS KELAS II A 
BULUKUMBA 
JUMLAH 
1.  PENYALAHGUNAAN NARKOBA 97 ORANG 
2.  PEMBUNUHAN 40 ORANG 
3.  PERLINDUNGAN ANAK 45 ORANG 
4.  PENCURIAN 39 ORANG 
5.  PENGANIYAAN 18 ORANG 
6.  PERAMPASAN 8 ORANG 
7.  KECELAKAANN LALU LINTAS  20 ORANG 
8.  KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 12 ORANG  
9.  PENGGELAPAN DAN KETERTIBAN 10 ORANG 
10.  PENCULIKAN 10 ORANG 
11.  PENIPUAN 3 ORANG  
12.  KORUPSI  2 ORANG 
13.  KESUSILAAN 5 ORANG 






                                                             
32 Wawancara dengan Bapak Agustan (Bidang Registrasi di LAPAS Kelas II A Bulukumba )pada tanggal 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan di analisis data yang diperoleh melalui Wawancara 
Lansung kepada beberapa informan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bulukumba, terdiri dari Ketua KPUD Bulukumba, Kalapas 
Bulukumba, Panitia pemungutan suara di lapas Kelas II A kota Bulukumba 
hingga Narapidana yang ada di lapas Kelas II A Bulukumba.  
Hasil penelitian merupakan keseluruhan dari apa yang menjadi hasil 
wawancara mendalam dengan informan dan pengumpulan data-data yang 
cukup menunjang. Sehubungan dengan itu maka bab ini menguraikan dan 
menjelaskan data yang didapatkan selama penelitian berlansung.  
Dalam pembahasan ini dimana ada dua aspek yang akan dibahas 
yaitu pemenuhan hak politik memilih Narapidana pada pemilihan kepala 
daerah Bulukumba Tahun 2015 dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
Narapidana memberikan hak suara dalam PILKADA Tahun 2015 Kabupaten 
Bulukumba. Kedua aspek ini akan diuraikan lebih lanjut. 
5.1. Pemenuhan Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala 
Daerah Bulukumba Tahun 2015 
Dalam pembahasan pemenuhan hak politik Narapidana dalam 
Pilkada, penulis membahas tentang pelaksanaan pilkada terkait 
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pemenuhan hak politik narapidana dalam pilkada di kabupaten 
Bulukumba serta faktor-faktor yang mempengaruhi Narapidana dalam 
memberikan hak suara pada PILKADA Tahun 2015 Kabupaten 
Bulukumba. 
5.1.1. Pemenuhan Hak Politik Narapidana dalam Pelaksanaan 
Pilkada Kabupaten Bulukumba tahun 2015 
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi 
Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang 
secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus 
dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat 
kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta 
keadilan.Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia 
sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak 
yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak 
tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh 
manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian 
masyarakat atau pemberian negara, maka hak asasi manusia itu tidak 




Hak asasi manusia diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat 
diabaikan. Pada setiap hak melekat kewajiban. Selain ada hak asasi 
manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang 
harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. 
Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, 
menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang 
lain.33 
Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi 
hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja 
merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga 
merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Pemasyarakatan menentukan bahwa: 
“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah 
dan batas serta cara pembinaan warga binaan 
pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan 
secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat 
untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali 
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
                                                             
33 Yosi Dewi Mahayanthy, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak 




pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 
yang baik dan bertanggung jawab.” 
Sebelum berbicara lebih jauh mengenai hak-hak politik Narapidana 
pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015  Kabupaten Bulukumba, 
maka berikut ini  penulis paparkan gambaran mengenai hak politik 
memilih  Narapidana yang dalam hal ini menjadi fokus penelitian penulis 
adalah hak Politik narapidana, yaitu di atur dalam peraturan pemerintah 
No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata pelaksaaa Hak Warga Binaan 
Permasyarakatan. Dikatakan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam 
pemerintahan negerinya, secara lansung atau melalui wakil-wakil yang 
dipilih dengan bebas. Ketentuan ini menyatakan bahwa tidak seorang pun 
bisa dihalangi untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya. Baik itu 
masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam hal ini Narapidana. 
Partisipasi public itu bisa disalurkan baik secara lansung ataupun juga 
melalui wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri melalui prosedur yang 
baik.  
Dalam undang-undang No.32 Tahun 1999, pemenuhan hak politik 
memilih narapidana diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, 
yakni diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yakni diatur 




Pasal 43  
(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 
pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan 
suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Artinya, Narapidana berhak untuk mendapatkan haknya dengan 
perlindungan dan fasilitas tanpa perbedaan atas dasar persamaan 
dari Negara. Dan aturan yang mendasari tersebut telah tersurat 
dalam pasal 43. Di samping itu juga setiap warga Negara harus 
mempunyai hak dan kesempatan yang sama, sehingga narapidana 
dapat ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik itu 
secara lansung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara 
bebas. 
(2) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan 
pemerintahan. 
 
Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemeritah 
bahwa seorang narapidana maupun tahanan masih mempunyai 
hak-hak yang dapat terpenuhi walaupun mereka telah dalam masa 
penahanan. Mereka juga dapat ikut berpartisipasi dalam hal 
pemerintahan baik itu memilih maupun dipilih. Ini menjadi perhatian 
pemerintah, apalagi terpidana yang sudah menjalani masa hukum 
menjadi orang yang bebas dari status hukum atas dasar itulah 
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mantan terpidana berhak jika ingin maju dalam pemilihan Kepala 
Daerah.  
Orang yang sudah dihukum dinyatakan bersalah atas 
kesalahan itu telah dihukum, setelah itu dia bebas. Dia punya hak 
politik, dan sejalan dengan hak asasi manusia. 
Pasal  44 
Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak 
mengajukann pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau 
usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan 
pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan 
maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Sejalan dengan Pasal 19 (1) Undang-Undang (UU) No. 10 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dikatakan dengan tegas bahwa 
setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum 
berkala murni, dengan hak pilih yang universal dan sama, serta 
dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin 
kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.    
Pasal 43 UU No. Tahun 1999 Tentang HAM,  jaminan hak 
politik warga Negara dalam hukum nasional, segala warganegara 
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemeritahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. 
Rumusan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa konstitusi kita 
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mengakui prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan 
warga Negara dihadapan hukum.  
Berdasarkan ketentuan di atas, setiap narapidana yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan adalah 
hak yang harus di penuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap 
narapidana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
di atas, dan tidak diberikan hak-haknya merupakan salah satu 
pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan 
negara sebagai negara hukum. 
Kelahiran konsep negara hukum ini memang dimaksudkan 
sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar 
tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyatnya 
(abuse of power). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu 
negara hukum semua orang harus tunduk kepada hukum secara 
sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil. Tidak ada seorangpun 
termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum. Dalam hal ini 
konsep negara hukum sangat tidak menolelir baik terhadap sistem 
pemerintahan totaliter, diktator atau facis, maupun terhadap sistem 
pemerintahan yang berhaluan anarkis. Dan karena sistem negara 
totaliter/ diktator sering memperlakukan rakyat dengan semena-mena 
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tanpa memperhatikan harkat martabat dan hak-haknya, maka 
perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu 
esensi negara hukum 
Narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia, 
seberat apa pun kejahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi 
narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta 
pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi 
dalam pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, para narapidana 
tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tapi juga kehilangan segala 
hak mereka.Penyiksaan, bahkan pembunuhan, di dalam penjara dan 
tahanan bukan cerita langka. Hak-hak asasi mereka, baik di bidang 
sipil, politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya sering dirampas. 
Sejarah menunjukkan narapidana sering mendapat perlakuan kejam 
dan tidak manusiawi. Karena keprihatinan atas kondisi penjara dan 
tahanan, 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan 
Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman 
lain yang kejam dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Konvensi 
yang lazim disingkat dengan Konvensi Anti Penyiksaan ini juga 
diratifikasi Indonesia pada 1998. 
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Intinya Konvensi Anti Penyiksaan melarang penyiksaan 
tahanan dan narapidana, disamping menyerukan penghapusan semua 
bentuk hukuman yang keji dan merendahkan martabat. Namun juga 
menegaskan bahwa penyiksaan, apalagi pembunuhan, terhadap 
tahanan atau narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi 
manusia Instrumen. Instrumen Hak Asasi Internasional juga 
menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak asasi manusia 
narapidana dan tahanan. Standar minimum tersebut meliputi tidak 
boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apa pun. 
Untuk mencegah penyiksaaan dan perbuatan menyakiti narapidana, 
maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi 
pemantau independen seperti komisi hak asasi manusia, palang 
merah internasional, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. 
Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama 
merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini 
adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan 
hak-hak itu bertujuan untuk menjamin marrtabat setiap manusia. 
Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses 
pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional 
maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah 
persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, 
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yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, 
yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas. 
Keterbatasan narapidana tidak menghilangkan pemenuhan hak 
dan tanggung jawab Narapidana sebagai warga Negara. Khususnya 
Narapidana yang ada di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota 
Bulukumba. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi 
hambatan-hambatan yang dimiliki Narapidana sehingga mereka dapat 
berpartisipasi dalam hak-hak politik dalam hal ini memilih calon kepala 
daerah. Sehingga pemerintah dapat menyediakan beberapa sarana 
dan fasilitas yang dapat memudahkan narapidana.34 
Dalam memberikan hak-hak Narapidana maka pokok 
pembicaraan adalah bagaimana hak-hak narapidana dapat 
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
pada kenyataannya banyak didapatkan hal tersebut sering kali tidak 
menjadi perhatian dan terbengkalai oleh petugas atau aparat penegak 
hukum. Walaupun tersagka atau terdakwa berada dalam proses 
penahanan, bukan berarti dapat diberlakukan seenang-wenang. 
Meskipun penahanan seperti diketahui bahwa sebuah betuk upaya 
paksa atau upaya memberikan efek jerah kepada tersangka akan 
                                                             
34 Jurnal Muhammad Hidayat (Pemenuhan Hak Pengurangan mas pidana Remisi Pada Lembaga 
Permasyarakaata Kelas I Makasaar) Hal. 10 
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tetapi tidak serta merta menghilangkan harkat dan martabat 
Narapidana.35 
 Pelaksanaan penahanan tidak dapat menghilangkan Hak Asasi 
Manusia baik itu yang sedang tersangkut suatu proses hukum, akan 
tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dilaksanakannya upaya penahanan 
terhadap tersagka atau terdakwa ada hak asasinya yang dibatasi 
namun demikian sepanjang berhubungan dengan hak yang perlu 
dilindungi utamanya hak kepentingan pribadinya yang sama sekali 
tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun sedang 
berada dalam proses penahanan. Oleh karena iitu, Hukum harus 
senantiasa  melindungi haknya untuk medapatkan perlakuan yang adil 
dan beradab. Narapidana seharusnya diposisikan sederajat dengan 
masyarakat umum lainnya serta harus dihormati oleh setiap oraang, 
khususnya bagi yang melakukan penahanan.36 
 adanya peraturan mengenai hak-hak narapidana, maka 
menurut penulis bahwa tidak ada alasan bagi seluruh petugas atau 
aparat yang ada di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kabupaten 
Buulukumba untuk mengabaikan  bahkan melanggar hak-hak tersebut 
dan jika dilanggar, berarti tindakann tersebut dapat diartikan sebagai 
                                                             
35 Skripsi Andi Muhammad Ikra Kusumaaatmaj (Implementasi Hak-hak Tahanan di rumah tahanan 
kelas I Makassar) hal. 47 
36 Ibid hal.47 
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tindak pidana. Perlu diketahui bahwa hak-hak yang dimiliki oleh 
Narapidana/tahanan  merupakan hak-hak dasar yang bersifat hakiki, 
oleh karena itu harus di hormati dan dihargai. 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba 
pada tahun 2015 menuai berbagai masalah yang membuat 
pemenuhan hak politik Narapidana yang ada di Lapas Kelas II A kota 
Bulukumba dalam hal ini adalah hak memberikan suara atau ikut turut 
serta dalam menentukan Kepala Daerah tidak berjalan sesuai dengan 
aturan yang berlaku. karena masih banyaknya masyarakat yang tidak 
dapat memberikan hak suaranya khususnya Narapidana yang ada di 
Lapas Kelas II A Kabupaten Bulukumba. 
Dari data Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kabupaten 
Bulukumba. Jumlah Narapidana sebanyak 310 jiwa dari segala usia.37 
Sedangkan menurut Data KPU Kabupaten Bulukumba tercatat 145 
orang yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap). Yang ada di 
TPS Khusus  di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kabupaten 
Bulukumba.38 
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bulukumba 
sebagai lembaga yang berkewajiban melakukan penyelenggaraan 
                                                             
37 Sumber : Lapas Kelas II A Kabupaten Bulukumba Tahu 2015 




Pilkada serentak tahun 2015 lalu berupaya menjadikan Narapidana ini 
sebagai pemilih yang memiliki kesadara politik yang tinggi, walaupun 
mereka sedang dalam penahanan tetap menjadi perhatian bagi KPU 
untuk mendongkrak suara pemilih dari tahun ke tahun.sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan tentang hak politik narapidana.  
Pada Sub-bab ini juga akan  menjelaskan mengenai  
pemenuhan hak politik narapidana dalam memberikan suaranya pada 
pemilihan kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2015. 
Eksistensi keberhasilan suatu kemenangan calon kepala daerah tidak 
lepas dari bagaimana masyarakat memberikan hak suaranya dalam 
pemilihan umum itu sendiri, sehingga salah satu tolak ukurnya adalah 
memberikan semua hak kepada masyarakat baik itu yang tidak 
mengetahui tata-cara pemilihan maupun masyarakat yang ada dalam 
keterbatasan khususnya Narapidana. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan narasumber Ibu Ambar Rusnita (Devisi Teknis KPU 
Kabupaten Bulukumba). 
‘’…..Pada prinsipnya Narapidana telah menjalani masa 
pidananya, mereka juga warga Negara Indonesia yang bebas 
sehingga memiliki hak sama dengan masyarakat biasa pada 
umumnya. Yang menjadi perbedaan antara kedua-duanya adalah 
masyarakat yang ada di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) 
tidak mendapatkan kebebasan seutuhnya berbeda dengan 
masyarakat yang bermukim di luar. Disana mereka dibatasi 
dalam hal-hal tertentu tapi semua narapidana dikasih hak untuk 
79 
 
memilih calon kepala daerah sepanjang dia memiliki Daftar 
Pemilih Tetap (DPT). Di samping itu juga dari pihak KPUD 
memberikan fasilitas yang sama terhadap masyarakat yang 
bermukim di Lembaga Permasyarakatan  Kelas II A Kota 
Bulukumba di antaranya: Sosialisasi tentang bagaimana tata cara 
pemilihan, tentang calon kepala daerah serta visi-misi calon 
kepala daerah. Yang jadi perbedaan antara masyarakat umum 
dengan narapidana adalah dari segi fasilitas yang diberikan oleh 
KPUD dimana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A 
Bulukumba diberikan TPS Khusus untuk Narapidana itu sendiri.39 
 Hal tersebut menandakan bahwa KPU Kabupaten Bulukumba telah 
serius menganggap bahwa semua masyarakat yang ada di Kabupaten 
Bulukumba diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam PILKADA baik 
itu yang sedang dalam penahanan, Dalam hal ini Narapidana yang ada di 
lapas kelas II A Kabupaten Bulukumba  sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dan memberikan fasilitas khusus (TPS)  untuk 
memudahkan Narapidana dalam memberikan hak suaranya pada Pilkada 
sebagai bagia dari pemenuhan hak politiknya. 
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba bekerja sama dengan 
Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Bulukumba berupaya untuk 
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Narapidana tentang 
Pemilu/Pilkada dengan cara : 
                                                             
39 Wawancara dengan Ibu Ambar Rusnita, AP anggota KPU divisi Teknis pada tanggal 13 maret 2017 
pukul 13.00 WITA di Kantor KPU Kabupaten Bulukumba 
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a. Mengadakan kegiatan sosialisasi dimana sosialisasi yang 
dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bulukumba sebanyak 2 kali guna 
meningkatkan pengetahuan narapidana. 
b. Lembaga Permasyarakatan sendiri berusaha mensosialisasikan 
pemilu dengan caranya sendiri seperti menempel sebuah pamphlet di 
bagian area lapas. 
Lembaga Permasyarakatan diharapkan sebagai wadah bagi warga 
binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai 
pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakuka dan 
diberikan oleh petugas Lembaga Permasyarakatan hendaknya 
mempercepat proses resosialisasi40 
Dalam proses pilkada yang berlansung di Kabupaten Bulukumba 
Bulukumba, agar narapidana ikut andil di dalamnya maka KPU melakukan 
sosialisasi kepada Narapidana yang ada di Lembaga Permasyarakatan 
klas II A Kabupaten Bulukumba. Sosialisasi ini dilakukan bekerja sama 
dengan Lembaga Permasyarakatan agar kedepannya sosialisasi yang 
dilakukan dapat terealisasi denga baik. Terbukti dengan perhatian yang 
dilakukan KPU kabupaten Bulukumba dimana sosialisasi dilakukan 
sebanyak 5 kali sebelum menjelang PILKADA tahun 2015, yang bekerja 
                                                             
40 Skripsi Wahdaningsih (Implementasi Hak Narapidana untuk mendapatkan Pendidikan Dan 
Pengajaran Di rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Sinjai 
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sama dengan Lembaga permasyarakatan. Sosialisasi dibagi menjadi 
beberapa tahap yaitu : ada sosialisasi yang bersifat umum dan khusus, 
sosialisasi umum dilselenggarakan oleh KPUD itu sendiri sedangkan 
sosialisasi khusus diselenggarakan oleh Lembaga Permasyarakatan itu 
sendiri. KPU melalui KPPS menginstruksikan agar memberikan informasi 
terhadap Narapidana dengan cara panitia yang ditunjuk menjadi KPPS 
disini yaitu dari Pihak Lapas itu sendiri untuk memudahkan pemberian 
informasikepada Narapidana. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 
Bapak Hasanuddin Salassa (devisi Sosialisasi KPU Kabupaten 
Bulukumba). 
‘’…..Sosialisasi jelas kami laksanakan, jauh-jauh hari sebelum 
Pilkada dilakukan sampai dengan hari pencoblosan. Apalagi 
untuk masyarakat yang dalam masa penahanan ( Narapidana). 
Kami bekerja sama dengan pihak  Lembaga Permasyarakatan 
untuk melaksanakan sosialisasi terkait pilkada kemarin (Tahun 
2015). Kami sudah semaksimal mungkin memberikan sarana dan 
prasarana untuk masyarakat yang bermukim di Lembaga 
Permasyarakatan agar kiranya mereka mengetahui tata cara 
pemilihan serta mengetahui visi-misi dari calonn kepala daerah. 
Terbukti dengan sosialisasi yang kami laksanakan sebanyak 2 
kali kami mendatangi Lapas untuk memberitahukan Proses 
Pemilu/Pilkada. Selain itu kami juga menginstruksikan kepada 
KPPS dalam hal ini Sipir yang ada di Lapas untuk 
memberitahukan Narapidana tatacara pemilihan.serta 
memberikan undangan/formulir model A5-KWK agar dapat 
memberikan suaranya pada Pilkada tahun 2015.41 
                                                             
41 Wawancara dengan Bapak Hasanuddin Salassa (devisi Sosialisasi KPU Kabupaten BUlukumba Pada 




 Dari hasil wawancara di atas menandakan bahwa KPU Kabupaten 
Bulukumba telah mewadahi masyarakat yang memiliki keterbatasan dengan 
menginstruksikan Ketua KPPS menugaskan beberapa aggota KPPS di 
dampingi oleh PPL/Pengawas TPS untuk mendatangi Lembaga 
Permasyarakatan untuk memberikan arahan kepada seluruh narapidana 
yang ada di lembaga permasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba. Di 
samping itu juga pada saat proses sosialisasi tidak terdapat sebuah 
keberpihakan oleh salah satu calon semua di samaratakan dalam hal 
menyampaikan latar belakang seorang calon kepala daerah serta visi misi 
masing-masing pasangan calon kepala daerah. Hal ini senada dengan 
pernyataan narasumber Bapak Agustan  (Anggota KPPS/PPS). 
‘’……dari apa yang di lakukan KPU Kabupaten Bulukumba 
kemarin pada saat pilkada itu, kami sebagai anggota KPPS/PPS 
diberikan kepercayaan untuk mendata narapidana yang ada di 
Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Bulukumba. Mulai 
dari TPS Khusus untuk Narapidana serta proses pencoblosan. 
Dalam proses pencoblosan saya sendiri dan teman-teman yang 
ditunjuk menjadi KPPS/PPS menyaksikan bagaimana narapidana 
itu memilih mulai dari blok sel penjara (Tahanan) sampai menuju 
ke TPS dimana panitia memperlakukan narapidana itu dengan 
baik.’’bahkan dek, disini lebih dulu selesai proses pencoblosan 
karena disini kan teratur tata cara pemilihannya berurut sesuai 
dengan bloknya masing-masing beda dengan TPS Umum diluar 
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sana menunggu masyarakat sampai waktu yang ditentukan 
sedangkan disini kan sesuai arahan pihak Lapas.’’42 
Semua yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulukumba untuk 
mensamaratakan masyarakat baik itu yang mempunyai keterbatasan dalam 
hal ini penahanan serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 
bagaimana tata cara pencoblosan. Masih saja menimbulkan beberapa 
kendala-kendala yang mengakibatkan Narapidana yang ada di Lembaga 
Permasyarakatan Kelas II A Kota Bulukumba tidak dapat memberikan hak 
suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba tahun 2015. Dari 310 
jumlah keseluruhan di semua usia. ada sebanyak 165 orang yang tidak 
diberikan hak untuk memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba 
Tahun 2015. Bahkan KPU Kabupaten Bulukumba tidak memperhatikan 
tahanan-tahanan yang terdapat di luar dari lapas sehingga pada saat 
menjelang pilkada tahanan tersebut dikirim ke Lembaga Permasyarakatan ini 
yang menjadi permasalahan utama dari KPU Kabupaten Bulukumba yang 
hanya memperhatikan tahanan/Narapidana yang ada di lapas itu sendiri. Hal 
ini dibenarkan oleh pernyataan Bapak Ramli S.Pd.i ( Ketua Bidan Registrasi 
Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba. 
‘’Semua narapidana diberikan hak untuk menggunakan hak 
pilihnya sepanjang dia terdaftar sebagai wajib pilih. Di samping 
itu juga narapidana di fasilitasi oleh KPUD dengan bekerja sama 
                                                             
42 Wawancara dengan Bapak Agustan ( anggota KPPS/PPS di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A 




pihak LAPAS  dengan cara memberikan sosialisasi kepada 
seluruh Narapidana baik itu yang sudah terdaftar maupun tidak 
terdaftar. ’’43 
Dalam kesempatan yang sama penulis juga mempertanyakan apa indikator 
sehingga ada narapidana yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap 
(DPT)  di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bulukumba, Beliau 
menjelaskan bahwa : 
‘’Begini dek ini sebenarnya banyak kendala sehingga tidak 
terdaftar yang pertama, dibawah umur tidak boleh, kedua surat 
memilihnya dari tempat awal tidak masuk, pada tahun 
sebelumnya walaupun tidak ada surat memilihnya masih bisa 
memilih beda pada PILKADA tahun 2015 aturan baru di buat 
oleh KPUD untuk tidak memberikan hak suaranya kepada 
narapidana yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap 
(DPT) ketiga dari pihak KPUD yang tidak memperhatikan 
tahanan-tahanan yang ada di polsek dan Polres di seluruh 
Kabupaten Bulukumba sehingga pada saat nama-nama 
narapidana di data oleh KPUD di LAPAS Kelas II A Kota 
Bulukumba tahanan-tahanan tersebut luput dari perhatian dari 
KPUD. Karena Pada saat menjelang pemilihan itu banyak 
tahanan-tahanan baik itu dari polres maupun polsek yang 
dikirim masuk ke Lembaga Permasyarakatan Kelas II A 
Bulukumba .’’44 
Melihat hasil wawancara di atas seharusnya Lembaga 
Permasyarakatan harus memperhatikan hak-hak Narapidana dan di sisi lain 
petugas harus dapat melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum. Saat 
                                                             
43 Wawancara dengan Kepala Bagian Registrasi Bapak Ramli,S.pd.i pada taggal 23 Maret Pukul 10.00 
wita di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Kota Bulukumba 




ini, seiring dengan era reformasi, wacana hak asasi manusia begitu 
gencarnya ditegakkan, baik itu dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
Praktisi hukum, bahkan sampai ada masyarakat umum dengan penerapan 
program bernama keluarga sadar hukum ( Kadarkum ). 
Di samping itu juga dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015 masih ada 
beberapa kekurangan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Bulukumba dimana mereka mendata Narapidana tanpa melihat asal usul dari 
narapidana tersebut  yang mendapat Mutasi dari kabupaten lain. Hal ini di 
benarkan oleh Bapak Ramli S.Pd.i ( Ketua Bidang Registrasi Lembaga 
Permasyarakatan Kelas II A Kota Bulukumba)  
‘’….Memang Benar, ada dua Narapidana dari kabupaten lain yang 
mencoblos pada saat Pilkada tahun 2015 yaitu dari kabupaten 
bantaeng dan Kabupaten Gowa. Kenapa mereka bisa memberikan 
hak suaranya padahal ini pemilihan kepala daerah. Ini memang 
kesalahan dari kami karena pada saat KPU datang mendata 
narapidana kami tidak memperhatikan daerah asal usul 
Narapidana. itu terjadi dikarenakan jarangnya lapas Bulukumba ini 
mendapat kiriman narapidana dari kabupaten lain.’’45 
 Lembaga Permasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga 
berfungsi untuk melakukan program pembinaan terhadap para Narapidana, 
dimana melalui program yang dijalankan diharapka narapidana yang 
bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang 
                                                             
45 Wawancara dengan bapak Ramli S.pd.i (Ketua Bidang Registrasi Di Lembaga Permasyarakatan Kelas 
II A Kota Bulukumba) tanggall 23 Maret pukul 10.00 
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berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas kepada Tuhan yang Maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, 
professional, kesehata jasmani dan rohani narapidana dan anak didik 
permasyarakatan.46 Sesuai dengan hasil wawancara dengan Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) Bapak Agustan yang ada di Lembaga 
Permasyarakatan Kelas II A kota Bulukumba: 
‘’Di dalam Lembaga Permasyarakatan itu, narapidana di ajarkan 
disiplin dalam berbagai hal jadi semua tahanan maupun narapidana 
yang ada di sini dek, semuanya mengikuti peraturan yang di buat 
oleh LAPAS itu sendiri sehingga ketika Menjelang PILKADA tak 
seorang pun narapidana yang melanggar atau berbuat kesalahan 
karena itu lagi dek, “DISIPLIN”. Kalau masalah pemenuhan hak 
suaranya narapidana semua narapidana diberi hak untuk memilih 
calonnya tanpa ada paksaan dari orang lain baik itu dari panitia 
PILKADA, petugas LAPAS, kita disini membebaskan narapidana 
untuk memilih calonnya seperti waktu saya melihat antusias 
tahanan maupun narapidana mereka semua mempunyai jagoan 
atau calon kepala daerah yang akan mereka pilih.’’47 
Dalam Pelaksanaannya, KPU Kabupaten Bulukumba telah berusaha 
untuk memberikan yang terbaik tanpa membeda-bedakan golongan. Dari 
segi regulasi, Narapidana sudah mendapatkan jaminan. Dalam pelaksana 
pilkada Kabupaten Bulukumba , segala hak yang menyangkut tentang 
pemilih tahanan/Narapidana telah berjalan sesuai aturan dan selama proses 
kampanye yang bersifat sosialisasi sampai hari pencoblosan tidak terdapat 
                                                             
46 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
Pasal 1 ayat ( 1)   
47 Wawancara dengan bapak Agustan Panitia Pemungutan Suara Di Lembaga Permasyarakatan Pada 
Tanggal 13 Maret pukul 10.00 
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pelaanggaran terhadap pemenuhan hak politik Narapidana. Hal ini 
dibenarkan oleh Bapak Muzakkir (Panwas yang ditunjuk oleh KPU 
Kabupaten Bulukumba) 
‘’…..dalam pelaksanaan pilkada kemarin tahun 2015 dek, 
mengenai masalah pemilih Narapidana/tahanan itu, kami selaku 
panwas yang bertugas pada saat itu tidak mendapatkan laporan 
atau kecurangan pada proses pilkada tersebut. Saya terjun 
lansung menyaksikan proses pecoblosan di Lapas pada saat itu, 
saya melihat semua dalam keadaan aman, karena melihat area 
lapas yang bisa di kata cukup sempit serta ‘’disiplin yang tinggi’’ 
saya bisa pastikan kecurangan itu mungkin tidak akan terjadi 
disini.’’48 
 Pelaksanaan pilkada dalam pandangan panwas yang bertugas di 
Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Bulukumba pada saat itu, 
membenarkan tindakan yang di ambil oleh KPU Kabupaten Bulukumba 
dimana semua masyarakat yang ada di Kota Bulukumba diberikan 
kesempatan yang sama atau dengan kata lain tidak membeda-bedakan, 
dalam proses pilkada pada pemenuhan Hak politik Narapidana. Karena 
dalam perspektif panwas area lapas cukup sempit serta mempunyai 
‘’Disiplin’’ yang tinggi mulai dari petugas lapas sampai narapidana-
narapidana yang ada di dalamnya dimana narapidana maupun tahanan bisa 
melakukan bertindak sesuai dengan arahan pihak lapas itu sendiri. Jadi ini 
                                                             
48 Wawancara dengan Bapak Muzakkir (sebagai Panwas Di lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota 
Bulukumba) 25 Maret Pukul 14.00  
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yang menjadi tolak ukur panwas dalam mengawasi Pilkada yang 
dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba 
 Hak untuk memilih dalam pemilu, berlaku bagi seluruh warga 
masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. Demikian juga bagi warga 
binaan permasyarakatan. Meski berstatus sebagai tahanan atau pun 
narapidana, mereka tetap memiliki hak yang sama dalam politik. Tidak ada 
pembedaan status atau hak politik untuk semua warga Negara, termasuk 
warga lapas. Narapidana dan tahanan tetap punya hak untuk memilih dan 
dipilih, kecuali telah dicabut hak politiknya menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, bahkan setelah Narapidana dan Tahanan masih 
bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewa atau walikota. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan salah satu Narapidana yang ada di Lembaga 
Permasyarakatan. 
‘’….. iye’, semua kami disini diberikan hak untuk memilih 
bupati waktu pemilihan kemarin ‘’Tahun 2015’’ semua teman-
teman juga sama diberikan haknya masing-masing untuk 
memilih. Kami disini sangat senang jika ada kegiatan seperti 
begini dek (PILKADA)  karena bosan sekali ki’ di dalam blok 
terus, jadi antusias sekalika dalam kegiatan seperti ini. Di 
samping itu juga KPU dan pegawai lapas disini kebetulan 
nakasih jeki kesempatan untuk ikut memilih, kebanyakan juga 
teman banyak yang tidak dikasih kesempatan, karena tidak 
terdaftarki namanya waktu KPUD datang disini ( LAPAS).49 
  
                                                             
49 Wawancara dengan Bapak Sudirman salah satu Narapidana yang ada di Lembaga Permasyarakatan 
Kelas II A Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Maret Pukul 14.00 
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 Harus di akui bahwa melihat dari  pemaparan salah satu Narapidana 
mereka mempunyai semangat yang tinggi dalam menghadapi pemilu/pilkada 
tetapi banyak pula narapidana/tahanan yang harus kecewa lantaran mereka 
tidak diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala 
Daerah Bulukumba Tahun 2015. Ini menjadi perbaikan bagi KPU Kabupaten 
Bulukumba sebagai penyelenggara pemilu  untuk lebih memperhatikan 
masyarakat yang mempunyai keterbatasan/ masyarakat yang dalam masa 
penahanan. Agar mereka juga diberikan haknya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
5.1.2. Analisis tentang kriteria penjatuhan pidana tambahan berupa 
pencabutan hak pilih terhadap Narapidana 
Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa 
pencabutan hak pilih terhadap narapidana dapat ditemui pada putusan 
Mahkamah Konstitusi nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian 
pasal 58 huruf f Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. 
Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut 
yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan 
kealpaan ringan (culpa levis) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena 
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alasan politik, di persempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya 
yakni hanya untuk jabatan public yang dipilih (elected official). 
Kriteria pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih 
seorang narapidana dapat disimpulkan yaitu dijatuhkannya pada 
terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana 
tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan 
kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, 
yang memiliki dampak lebih luas dari pada korupsi yang pada umumnya 
dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Ramli S.Pd.i 
( ketua bidang registrasi Lapas Kelas II A Kota Bulukumba) . 
‘’…… memang benar, ada Undang-undang yang mengatur 
bahwa seorang narapidana bisa saja hak pilihnya dicabut, tetapi 
itu semua di putuskan oleh hakim, apakah narapidana tersebut 
mendapat sanksi tambahan berupa pencabutan hak pilih atau 
tidak. Biasanya itu dek, sseorang narapidana yang dicabut hak 
pilihnya itu yang mempunyai kasus biasanya yang korupsi 
politik. Saya kasih contoh kasusnya ‘’Irjen djoko Susilo’’ dia itu 
hak pilihnya dicabut bahkan hak dipilih pun ikut dicabut 
dikarenakan beliau itu mempunyai jabatan politik atau 
kekuasaan politik. hakim juga mempunyai pertimbangan dalam 
memutuskan memberikan pidana tambahan berupa pencabutan 
hak pilih.50 
Dari kajian korupsi politik yang terjadi di beberapa Negara modern, 
terlihat bahwa korupsi politik memiliki dampak lebih luas dibandingkan 
                                                             
50 Wawancara dengan Bapak Ramli ( Anggota KPPS/PPS di Lapas Kelas II A Kota Bulukumba) tanggal 
23 Maret pukul 11.00 
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dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi 
politik. korupsi politik lebih berada dalam stadium untuk mempertahankan 
dan memperluas kekuasaan. Dari konstelasi penyalahgunaan kekuasaan 
dan kebutuhan ketertiban sosio-politik, menuntut adanya peran kontrol 
yang sepadan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan 
pemerintahan diberi mandate untuk mengatur dan mendistribusikan 
kekayaan Negara, sehingga dalam proses pendistribusian tersebut selalu 
berpotensi adanya penyimpagan yang dilakukan oleh yang berwenang 
yaitu pemegang kekuasaan.51 
Di samping itu juga Pencabutan hak pilih Narapidana dalam 
perspektif Hak Asasi Manusia sangat menjunjung tinggi hak-hak warga 
negaranya termasuk ketika diadakannya pesta demokrasi atau pemilihan 
umum. Hak untuk memilih dan dipilih. Perlu diketahui bahwa pencabutan 
segala hak yang dimiliki atau diperoleh seseorang sebagai warga Negara 
yang dapat menyebabkan kematian perdata tidak diperkenankan oleh 
UU. Hal ini diatur dalam pasal 3 BW  dan pasal 15 ayat (2) Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat (KRIS) yang berbunyi 
“Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau 
kehilangan segala hak-hak kewarganegaraan.” 
                                                             
51 Artidjo Alkostar 2007, Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum Da Pemerintahan di Negara Modern, 
Semarag : program, Doktor Ilmu Hukum Fakultas diponogoro 
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Hak sipil mengakui dan melindungi hak-hak yang paling 
fundamental dari seorang manusia berkaitan dengan martabatnya 
sebagai makhluk pribadi, sedangkan hak politik berkaitan dengan 
kehidupan publik52 Hal ini senada yang diungkapkan oleh Bapak Ramli 
S.Pd.i (Ketua Badan Registrasi Lapas Kelas II A Kota Bulukumba). 
‘…….sebenarnya kalau berbicara pencabutan hak pilih seorang 
Narapidana khususnya yang dicabut hak pilihnya tidak 
melanggar HAM, karena kita bisa melihat ini termasuk dalam 
kategori hak yang bisa dilanggar oleh sang penegak hukum, 
dalam hal ini hakim yang memutuskan, dalam rangka penegak 
hukum dan rasa keadilan  masyarakat. Nahh sekarang mungkin 
diterapkan pidana tambahan ii berupa pencabutan hak pilih 
hanya utuk mencegah terpidana menyalahgunakan hak tersebut 
agar kejahatan serupa tidak terulang kembali.’’53 
Beberapa kalangan  yang kontra atau tidak setuju   terhadap 
dijatuhkannya pencabutan hak pilih seorang Narapidana. bagi mereka 
pencabutan hak pilih adalah pelanggaran HAM yag telah di atur secara 
konstitusional. Hal itu masih dapat terbantahkan, sebab setiap hukuman 
atau pemidanaan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, 
tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-
Undang sebagai contoh pada penegak hukum atau penyidik yang 
melakukan penangkapan, penahanan, dan perampasan harta benda 
                                                             
52 Bagir Manan, 2001, Perkembangan Pemikira dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Idonesia, 
Bandung Penerbit PT. ALUMNI, hlm. 101 
53 Wawancara dengan Bapak Ramli (Ketua Bidang Registrasi Lapas Kelas II A Kota Bulukumba) tanggal 
23 Maret Pukul 13.00 
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yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang digunakan sebagai 
bukti untuk mengungkap suatu kasus adalah melanggar HAM, namun 
karena alasan terntentu yang dibenarkan berdasarkan KUHAP, maka hal 
itu bukan lagi terklasifikasi dalam pengurangan atau pelanggaran HAM. 
5.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Narapidana Memberikan 
Hak suaranya Pada PILKADA Tahun 2015  
Antara HAM dan demokrasi  memiliki hubungan yang sangat 
erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( 
tidak demokratis ), namun sebaliknya negara  yang demokratis 
pastilah menjamin eksistensi  HAM. Suatu negara belum dapat 
dikatakan demokratis apabila tidak menghormati dan melindungi 
HAM. Kondisi yang dibutuhkan untuk memperkokoh tegaknya HAM 
adalah alam demokratis di dalam kerangka negara hukum ( rule of law 
state ). Konsep negara hukum dapat dianggap mewakili model negara 
demokratis ( demokrasi ). Implementasi dari negara yang demokratis 
diaktualisasikan melalui sistem pemerintahan yang berdasarkan atas 
perwakilan ( representative government) yang merupakan refleksi dari 
demokrasi tidak langsung. Menurut Julius Stahl dan A.V.Dicey suatu 
negara  hukum haruslah memenuhi beberapa unsur penting, salah 
satu unsur tersebut antara lain yaitu adanya jaminan atas HAM. 
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Dengan demikian untuk disebut sebagai negara hukum harus terdapat 
perlindungan dan penghormatan terhadap HAM 
 Keberadaan hukum dan Negara dalam konsepsi Negara 
hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipsahkan antara satu 
dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu Negara yang 
mengkultuskan system ketatanegaraannya sebagai Negara hukum 
tentunyatidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam 
penyelenggaraan Negara dan pemerintahan di Negara tersebut. 
Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara 
hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur negara 
Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, 
“Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers 
sebagai suatu negara hukum (Rechtsstaat/The Rule of Law)”.54 
Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada 
satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan 
pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi 
wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi 
pengendalian (sturing). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung 
sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak 
                                                             
54 2Jimly Asshiddiqie, Ibid. hlm. 3   
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berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya 
berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.55 
Hak politik yang pertama adalah hak memilih dan mengganti 
para pejabat puncak dalam pemerintahan. Itu yang kemudian kita 
kenal badan perwakilan rakyat, kepala eksekutif dan sebagainya.56 
Dari hak politik itu lahirlah apa yang kita kenal dengan pemilu. 
Sehingga pemilu itu tidak ada kalau tidak ada hak politik yang 
namanya hak warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat puncak 
dalam pemerintahan. Jadi kedaulatan itu di ungkapkan melalui 
pemilu.tetapi ini juga menjadi perdebatan. 
Analisis penulis dapat menemukan beberapa faktor yang 
mempengaruhi seseorang memberikan hak suaranya khususnya 
Narapidana yang ada di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota 
Bulukumba pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba.  
Dalam pembahasan ini dimana ada tiga faktor yang akan 
dibahas yaitu faktor Motivasi, faktor kesadaran politik, dan faktor 
kesempatan. Ketiga aspek ini akan diuraikan lebih lanjut. 
5.2.1. Motivasi  
                                                             
55 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2011, 
hlm. 241 
56 Ramlan surbakti, Demokrasi Dan Hak-Hak Asazi Manusia,’’ Masyarakat Kebudayaan dan Politik’’, Th 
XII, No.2, April 1999, hh 1-6 
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Masyarakat juga cenderung ikut memilih dikarenakan 
mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri serta melihat 
perkembangan pemerintahan khususnya yang ada di kota Bulukumba. 
Banyaknya pemilu yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang 
berdekatan menjadi patokan bagi masyarakat untuk melihat 
calonkepala daerah yang akan mereka pilih dan menjadi pemimpin 
bagi daerahnya sendiri. Sehingga masyarakat khususnya Narapidana 
yang ada di LAPAS Bulukumba mendapatkan dorongan atau pun 
semangat untuk memilih calon kepala daerah dalam PILKADA tahun 
2015. 
Menurut H.W.Bernard dalam Bukunya Psychologi of 
learnig(1965), menyatakan motivasi ialah proses membangkitkan 
mengekalkan dan mengawal minat. Hal ini juga yang menjadi faktor 
sehingga seorang Narapidana mempunyai kemauan dan semangat 
menghadapi Pemilu/Pilkada tahun 2015 seperti yang terjadi di 
lapangan, dimana penulis melihat dorongan Komisi Pemilihan Umum 
bekerja sama dengan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A kota 
Bulukumba yang memberikan fasilitas kepada masyarakat yang dalam 
masa penahanan membuat narapidana maupun tahanan merasa 
terlayani dengan baik. Seperti yang di utarakan oleh salah satu 
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Narapidana yang bermukim di Lapas Kelas II A kota Bulukumba 
saudara Ihwal. 
‘’ …..ko iyya semangat mittoa dek, apa engka keluarga ku 
mencalonkan bupati. Apalagi sebelum mattama’ka kere di 
lapas wisseng mitto’nni kedda iga elo kupile. Kere paining di 
sorong mittoki mappile bupati’’ wettunna ‘’PILKADA’’ apa kere 
tu dek’’ iya maneng diatorokki mulai manre, engkenna 
istirahat semua di atur oleh Lapas.’57’ 
 Dari wawancara di atas dimana seorang narapidana mempunyai 
motivasi dikarenakan sebelum beliau mendapat penahanan di Lembaga 
Permasyarakatan beliau sudah mempunyai pilihan calon kepala daerah yang 
akan dia pilih, di ssamping itu juga beliau mengatakann bahwa dia 
mempunyai seorag keluarga yang mencalonkan kepala daerah. hal inilah 
yang menjadi alasan narapidana mempunyai motivasi tersendiri untuk ikut 
memilih dalam Pilkada tahun 2015 Kabupaten Bulukumba. 
Hal senada yang di sampaikan oleh Narapidana yang telah bebas 
bersyarat tahuj 2016. Tetapi beliau telah ikut memberikan partisipasi pada 
Pilkada tahun 2015. (Bapak Sulaiman Amin S.Ag Narapidana yang telah 
bebas Bersyarat Pada Lapas Kelas II A Kota Bulukumba). 
‘’Motivasi saya itu dek, tidak lain karena saya mengetahui 
pentingnya memberikan suara dalam PILKADA. 
Sehingga ketika melihat situasi yang ada di Lapas itu 
sendiri pada saat menjelang pemilu kita semua di LAPAS 
                                                             
57 Wawancara dengan salah satu Narapidana saudara ihwal yang ada di Lapas Kelas II A Kota 
Bulukumba Tanggal 23 Maret Pukul 11.00 
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saling berceritaki bilang yang mana kita mau pilih karena 
masing-masing ada pilihanta sehingga ada motivasi 
dalam diriku ketika saya menyumbangkan suara saya itu 
berharga untuk calon kepala daerah yang sedang 
mencalonkan’’ 58 
Pemilihan yang dilakukan setiap terus-menerus mulai dari 
PILPRES, PILKADA, PILKADES membuat masyarakat semakin 
termotivasi untuk ikut memilih, baik itu dari kalangan masyarakat 
umum maupun masyarakat yang ada di Lembaga Permasyarakatan 
Kelas II A Kota Bulukumba. Dari wawancara di atas dapat disimpulkan 
bahwa walaupun akses yang di dapat oleh Narapidana itu sendiri bisa 
dikatakan di batasi tetapi tidak mengurangi antusiasme narapidana 
untuk ikut memilih dalam PILKADA Tahun 2015. Mereka mempunyai 
motivasi yang tinggi untuk memenangkan calon kepala daerah yang 
menurut mereka bisa memperbaiki keadaan daerahnya. Di samping itu 
juga Komisi Pemilihan Umum memberikan pelayanan dengan 
menyediakan TPS Khusus bagi masyarakat yang sedang dalam 
penahanan. 
Bagi masyarakat yang sedang dalam penahanan ( Narapidana) 
mungkin mempunyai motivasi tersendiri menyambut pilkada tahun 
2015. Karena mereka sudah di kurung beberapa bulan dan sudah 
menganggap pemilu/Pilkada itu sebagai hiburan semata untuk 
                                                             
58 Wawancara dengan Bapak Sulaiman Amin S.Ag Narapidana yang telah bebas bersyarat pada LAPAS 
Kelas II A Bulukumba 29 Maret Pukul 17.00 di rumahnya. 
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memperbaiki kehidupan mereka kedepannya. Seperti yang di 
kemukakan oleh Bapak Agustan ( Anggota KPPS/PPS yang ada di 
Lapas kelas II A Kota Bulukumba). 
‘’….. iya benar sekali dek, karena sekian banyaknya 
Narapidana disini semuanya antusias baik itu narapidana 
dewasa dan narapidana remaja, bahkan narapidana yang 
tidak terdaftar sebagai pemilih tetap tahun 2015, ingin 
memberikan partiipasinya pada pilkada tetapi, mereka 
tidak terdata pada saat KPU Kabupaten Bulukumba 
datang mendata dikarenakan Narapidana ini masih berada 
di POLRES dan POLSEK setempat, cukup di sayangkan 
masalah seperti ini, tahun-tahun sebelumnya walaupun 
narapidana atau tahanan tersebut tidak terdata atau 
terlambat di data mereka masih bisa memilih, tetapi di 
tahun 2015 tidak di berikan lagi ini sudah peraturan baru 
yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bulukumba.’’59 
  Pandanga masyarakat yang sedang dalam masa penahanan 
terhadap Pilkada menggambarkan betapa pedulinya mereka terhadap 
pemerintahan di daerahnya sehingga mereka menganggap bahwa 
pilkada di tahun 2015 menjadi hiburan tersendiri bagi Narapidana 
maupun tahanan. Dikarenaka perspektif mereka setiap ada kegiatan di 
Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kabupate Bulukumba baik itu 
Pemilu/Pilkada atau kegiatan lainnya semaunya di anggap hiburan 
semata. 
                                                             
59 Wawancara dengan Bapak Agustan ( Anggota KPPS/PPS Di LApas Kelas II A Kota Bulukumba) taggal 
23 Maret Pukul 11.00 
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 Di samping itu juga dengan motivasi yang tinggi yang dimiliki 
oleh Narapidana terselip masalah yang dianggap serius oleh 
Narapidana itu sendiri yaitu Akibat masih banyaknya Narapidana yang 
tidak terdaftar sebagai pemilih tetap yang ada di Lembaga 
Permasyarakatan kelas II A Kabupaten Bulukumba. Terbukti dengan 
hanya 145 orang yang terdata sebagai pemilih pada pilkada tahun 
2015. Dimana sebanyak 165 orang tidak terdaftar. 
5.2.2. Kesadaran Politik 
Seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan 
kewajiban sebagai warga Negara. Misalnya hak-hak politik , hak 
ekonomi, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak 
mendapatkan jaminan social, dan kewajiban-kewajiban seperti 
kewajiban dalam system politik, kewajiban kehidupan social, dan 
kewajiban lainnya. Beberapa masyarakat juga memiliki kesadaran 
bahwa pentingnya hak politik dalam pemerintahan untuk membentuk 
sebuah pemerintahan yang ideal seperti yang dicita-citakan 
masyarakat Bulukumba pada umumnya. Khususnya narapidana juga 
mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai warga Negara Indonesia 
wajib memberikan suaranya sehingga faktor kesadaran politik menjadi 
perhatian penulis untuk mendapatkan informasi. Hal ini seperti yang 
dikemukakan oleh salah satu Narapidana Bapak Sulaiman Amin S.Ag 
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yang telah bebas bersyarat pada tahun 2016 tetapi beliau ikut 
memberika hak suaranya pada Pilkada tahun 2015. 
‘’……sebetulnya, sebagai warga Negara Indonesia kan 
saya punya hak dan kewajiban untuk memilih kepala 
daerah, sehingga tidak ada alasan buat saya untuk tidak 
memberikan hak suara saya karena ketika saya 
memutuskan memilih calon kepala daerah ini (menyebut 
calon kepala daerah) nah berarti saya memberikan 
tanggung jawab kepada mereka walaupun saya kuranng 
mendapatkan info tentang bagaimana potensi yang dimiliki 
oleh calon tersebut. Nah itu yang membuat saya termotivasi 
dek’’60 
 Hal senada yang dikemukakan Narapidana Bapak Sudirman  
Dg Silele yang ada di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bulukumba. 
 ‘’….disini, selama ada namata tercantum di daftar pemilih 
tetap yang ada di Lapas ini pasti memilihki karena di taumi 
ini to kawasan LAPAS Sempit ruangnya jadi mau tidak mau 
pasti memilih jeki karena semua aktivitas disini di arahkan 
oleh petugas lapas atau anitia Pemilu/Pilkada’’61 
 Harus kita akui bahwa pilkada secara lansung merupakan 
progress yang sangat baik dalam proses demokrasi sejak era 
reformasi. Pelaksanaan Pilkada secara lansung memberikan 
kesempatan bagi rakyat untuk memilih sendiri kepala daerahnya 
secara lansung, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan system 
                                                             
60 ibid 
61 Wawanncara dengan Narapidana Bapak Sudirma Dg Silele Di lapas Bulukumba Pada tanggal 23 
Maret Pukul 11.00 
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perwakilan yang membuat rakyat kehialngan kedaulatannya. Dengan 
diadakannya pilkda secara lansung maka kedaulatan akan kebali 
sepenuhnya kepada rakyat. Pemilihan kepala daerah di masyarakat 
disebut dega Pilkada/Pemilukada meskipun pada hakekatnya pilkada 
adalah bagian dari pemilu dimana masyarakat ikut turut seta 
memberikan suaranya dalam memilih kepala daerah. tetapi masih 
banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai rasatanggung jawab 
terhadap warga Negara dan hak yang dimiliki seolah-olah mereka 
tidak mengetahui dan tidak mau tahu tentang keadaan pemerintahan 
saat ini. Hal ini senada dengan pernyataan salah satu Narapidana 
Bapak Asbar yang ada di Lapas Kelas II A Kota Bulukumba. 
‘’….. ’Cuman memilih tonja saya dek, ada panggilanku 
seperti surat yang nakasika petugas LAPAS jadi pergika 
memilih karena kulihat teman-teman semua keluar Blok di 
kasih kertas oleh petugas terus ke TPS yang di sediakan di 
LAPAS. Saya juga seperti ituji dek.’’62 
 Adapula narapidana yang tidak mempunyai kesadaran politik 
atau dengan kata lain mereka bersifat apatis. Dimana mereka cuman 
mengikuti kegiatan tanpa memikirkan tindakan yang mereka lakukan 
akan merugikan daerahnya kedepannya. Ini menjadi perhatian bagi 
Komisi Pemilihan Umum agar lebih meningkatkan lagi pendekatan 
untuk masyarakat yang dalam penahanan sehingga mereka bisa 
                                                             
62 Wawancara dengan BapakAsbaar Narapidana yang ada di LAPAS Kelas II A Kota Bulukumba Pada 
tanggal 23 Maret pukul 11.00 
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meningkatkan rasa tanggung jawabnya sebagai warga Negara da 
memperhatikan haknya masig-masing. 
5.2.3. Kesempatan 
Hak memilih bagi setiap warga Negara adalah hak politik yang 
harus dilindungi, hak pilih sendiri memperoleh jaminan hukum yang 
diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asazi Manusia (DUHAM), Pasal 
21 DUHAM menyatakan : (1) setiap orang berhak turut serta dalam 
pemerintahan negrinya sendiri, baik dengan lansung maupun dengan 
perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (2) Setiap orang 
berhak atas kesempatan yang sama untuk di angkat dalam jabatan 
pemerintahan negrinya;(3) kemauan rakyat harus menjadi dasar 
kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam 
pemilihan-pemiliha berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak 
pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemunguta 
suara yang rahasia atau pun menurut cara-cara yang lain juga 
menjamin kebebasan mengeluarkan suara. 
Dalam hal ini adalah adanya akses untuk komunikasi dengan 
pemerintah, tersedianya saluran partisipasi yang mampu menampung 
dan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan warga masyarakat 
dimana kesempatan tersebut dapat dirumuskan sebagai keikutsertaan 
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yang tidak di halang-halangi atau pun tidak dianggap oleh pemerintah 
sebagai pengganggu keharmonisan dan kestabilan dalam masyarakat. 
Hal ini tercermin dan di perjelas oleh salah satu Panitia Pemungutan 
suara (PPS) bapak Agustan dalam hal ini Petugas Lapas. 
‘’……..‘’kalau berbicara masalah Kesempatan dek, semua 
Narapidana maupun tahanan disini di kasih kesempatan 
apalagi kalau masalah PILKADA pokokya biar bukan 
PILKADA yang penting ada Pemilu pasti semua 
narapidana diberikan hak dan kewajibannya disini 
narapidana diberikan kebebasan dalam hal memilih bukan 
berarti bebas sebebas-bebasnya ada juga batasan yang 
harus diperhatikan, sifat dan kelakuan narapidana kan 
berbeda-beda kasusnya pun berbeda-beda sehingga 
dalam memberikan mereka kesempatan dalam hal ini 
kesempatan memilih atau kesempatan berkomunikasi 
dengan pemerintah sesuai dengan apa dan aturan yang 
telah ditetapkan oleh Undang-undang .’’63 
   
 Meskipun menurut Bapak Aguustan semua Tahanan dan 
Narapidana telah diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam 
Pilkada tahun 2015. Tetapi melihat kenyataan di lapangan serta data 
dari KPU itu sendiri dimana masih banyaknya narapidana maupun 
tahanan yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dikarenakan 
berbagai masalah, ini menjadi permasalahan utama yang menjadi 
                                                             
63 Wawancara dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lapas Kelas II A Kota Bulukumba Tanggal 23 
Maret pukul 10.00 
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perhatian khusus bagi Komisi Penyelenggara Pemilu untuk lebih 
memperhatikan dan menjadi evaluasi untuk Pemilu/Pilkada berikutya. 
 Secara Lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang hak Asazi Manusia (UU No 39/1999) Pasal 43 menyatakan 
‘’setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 
Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan 
suara yang lansung, umum, bebas, rahasua, jujur, dan adil sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan.’’ Bahkan Mahkamah 
Konstitusi juga memperhatikan betul hak pilih setiap warga Negara 
sebagaima terlibat dalam Putusan perkara MKN0011-017/PUU-I/2003 
yang menyataka, ‘’bahwa hak kosntitusional warga Negara untuk 
memilih dan memilih adalah hak yang dijamin konstitusi undang-
undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan 
penyimpagan dan penghapusan hak akan hak tersebut adalah 
pelanggaran terhadap hak asazi manusia.’’64 
 Sangat disayangkan karena masih banyaknya 
Tahanan/Narapidana yang belum terdata oleh KPU Kabupaten 
Bulukumba. Sehingga menghambat pemenuhan Hak politik 
Narapidana. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang di sampaikan 
oleh Ibu Ambar Rusnita (Devisi Tenis KPU KAbupaten Bulukumba). 
                                                             
64 Jurnal Pemilu dan Demokrasi ( evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2015 
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‘’…..semua Narapidana diberi kesempatan untuk ikut 
memilih dalam pilkada tahun 2015. Semua kan sudah 
ada undang-undang yang mengatur tentang apa-apa 
saja hak yang dimiliki seorang Narapidana. Jadi tidak 
ada alasan bagi kami tidak memenuhi semua hak 
tersebut.’’65 
 Berbeda dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Bapak 
Ramli S.Pd.i ( ketua Bidang Registrasi Lembaga Permasyarakatann 
Kelas II A Kota Bulukumba. 
‘’….. saya luruskan sedikit dek, memang semua yang 
ada disini yang di data oleh KPU Kabupatenn 
Bulukumba semuanya di berikan kesempatan untuk 
memilih sepanjang memenuhi syarat seperti cukup 
umur. Pastimi diberikan kesempatan, kekurangannnya 
itu KPU Kabupaten Bulukumba tidak mendata semua 
tahanan yang ada di Polsek dan Polres. Sehingga 
menjelang Pilkada ada beberapa tahanan yang dikirim 
masuk ke lapas. Inimi yang tidak terdata sehingga tidak 
dapat memilih. Tahun-tahun sebelumnya sebenarnnya 
bisa memilih tetapi ada kebijakan baru dari KPU tidak 
mengizinkan lagi jika Narapidana tersebut tidak terdata 
makan tidak wajib pilih.66 
 Hal ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi KPU 
Kabupaten Bulukumba sebagai penyelennggara dan pemerintah agar 
kasus  seperti ini (Narapidana) tidak terjadi dalam pemilu /pilkada 
berikutnya. Perlu adanya ketelitian dalam melihat masyarakat yang 
dalam masa penahanan sehingga mereka juga bisa berpartisipasi 
dalam pilkada tahu 2015 seperti masyarakat pada umumnya. 
                                                             
65 Wawancara dengan ibu Ambar Rusnita (Devisi Teknis di KPU Kabupate Bulukumba) 




Perlu adanya perhatian yang lebih bagi tahanan/Narapidana 
yang tidak terdaftar yang ada di Lapas Kabupaten Bulukumba. Selain 
mereka memenuhi syarat untuk bisa memilih, mereka juga punya hak 
yang harus terpenuhi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. 
Khususnya dengan pegawai Lapas yang harus memenuhi semua hak 
narapidana. Karena Narapidana sebenarnya mempunyai hasrat yag 
besar agar bisa menyumbangkan aspirasinya melalui memilih calon 
kepala daerahnya. Seperti halnya yang dikemukakan seorang 
Narapidana yang tidak dapat mnyumbangkan suarannya Bapak 
Syamsuddin. 
‘’…..‘’Begini dek, saya tidak tau kenapa bisa nama saya 
tidak terdaftar pada saat PIlKADA Tahun 2015. Memang 
saya baru dikirim kesini tapi waktu sebelum saya masuk ke 
lapas saya sudah sering kali memilih baik itu PILKADA, 
PILPRES, sering-sering sekalimi. Pada hal saya mau 
sekali ikut memilih na tidak ada panggilanku kasihan’’ 
sudahma juga melapor di petugas lapas, tanggapannya 
juga petugas lapas dia bilang suruh keluargata ambilkanki 
surat pengantar dari desata masing-masing. Kalau 
menurut ku dek, jauhnya lagi itu keluargaku dari kampung 
mau kesini hanya untuk mengantar surat-surat seperti itu 
baru keluargaku juga keluarga tidak mampu.’’67 
 Senada dengan Narapidana yang telah bebas bersyarat Bapak 
Sulaiman Amin S.Ag mengatakan bahwa  
          ‘’……betul itu, bahkan saya sendiri waktu itu 
melaporkan teman-teman blok saya yang tidak ada 
                                                             




panggilannya. Tapi respon pihak lapas yaa.’ Cuman dia 
bilang minta meki pengantar di keluargata supaya di 
cantumkanki nanti. Nahh.’ Seharusnya petugas Lapas yang 
mewadahi semua kebutuhan Narapidana/Tahanan karena 
Narapidana kan tidak bisa berbuat apa-apa namaya juga di 
tahan, masa semua narapidana yang mau uruski.68 
 Hal ini makin menambah kerisauan bagi Narapidana dalam hal 
ketidakadilan dalam pemenuhan hak politik (hak memberikan suara). Dimana 
mereka dalam tahap di bina untuk memperbaiki diri agar bisa di terima di 
masyarakat nantinya. Walaupun Narapidana ini di tahan mereka juga punya 
hak dan tanggung jawab sebagai warga Negara yang telah di atur di undang-
undang. Apabila seseorang telah memenuhi syarat maka mereka wajib 
diberikan hak untuk memilih. 
 Solusi untuk mengatasi masalah seperti ini adalah bagaimana Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagai penyelenggara bekerja 
sama dengan Pihak Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kabupaten 
Bulukumba untuk meningkatkan komunikasi agar seluruh 
tahanan/Narapidana bisa ikut memberikan suaranya serta terpenuhi hak 
politik ( memilih) calon kepala daerah pada Pilkada tahun 2015. Dan 
seharusnya Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba 
melakukan sebuah kegiatan semacam pembina bidang pemerintahan/politik 
                                                             
68 Wawancara dengan Narapidana yang telah bebas bersyarat Bapak Sulaiman Amin S.Ag Di 
rumahnnya pada tanggal 27 maret pukul 20.00 
109 
 
agar narapidana/tahanan bisa mempunyai kesadaran dan kepercayaan tinggi 



















Pada Bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik 
dari hasil penelitian hingga hasil analisis yang didapatkan oleh penulis. 
Menjelaskan secara singkat mengenai garis besar tentang bagaimana 
pemenuhan hak politik Narapidana dalam PILKADA Kabupaten Bulukumba 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak politik pada 
PILKADA Kabupatenn Bulukumba. Di samping itu memberikan sedikit saran 
kepada beberapa pihak guna mengantisipasi dan menindak lanjuti masalah 
pemenuhan hak politik Narapidana yang terjadi di Kabupaten Bulukumba 
khususnya di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba. 
6.1.  Kesimpulan 
Hasil penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Permasyarakatan 
Kelas II A Kota Bulukumba, mengenai pemenuhan hak politik Narapidana 
dalam Pemiliha Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba, penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut : 
Dalam undang-undang No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata 
pelaksana Hak Warga Binaan Permasyarakatan ditekankan bahwa dalam 
pemenuhan Hak politik memilih Narapidana pada Pemilihan Kepala Daerah 
Bulukumba Tahun 2015 sesuai dengan hasil penelitian bahwa dalam 
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pemenuhan hak politik memilih Narapidana semua Narapidana diberikan Hak 
memilih dalam Pilkada Tahun 2015 sepanjang Narapidana tersebut terdaftar 
sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau terdata pada saat KPU Kabupaten 
Bulukumba mendata Narapidana maupun tahanan yang ada di Lembaga 
Permasyarakatan Kelas II A Kota Bulukumba. Walaupun  dalam peraturan 
perundang-undangan telah dijelaskan setiap warga Negara diberikan 
persamaan dan fasilitas yang sama dalam hal urusan pemerintahan tetapi 
masih banyaknya Narapidana dan tahanan yang belum mendapatkan 
kesempatan untuk ikut berpartisipasi pada Pilkada Tahun 2015. Ada berbagai 
aspek yang melatarbelakangi sehingga Narapidana dan tahanan tidak 
mendapat kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2015 
yaitu: Narapidana maupun tahanan tidak terdata pada saat KPU Kabupaten 
Bulukumba mendata di Lapas Klas II A Kabupaten Bulukumba, Narapidana 
masih berada di Polsek dan polres pada saat mendata Narapidana di Lapas 
sehingga menjelang pilkada ada beberapa tahanan maupun Narapidana 
yang dikirim ke Lapas Klas II A Kota Bulukumba, Narapidana mendapat 
mutasi sebelum pilkada berlansung. 
Dan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi seorang Narapidana 
dalam memberikan Hak suaranya Pada Pilkada tahun 2015 yaitu (1). faktor 
motivasi dimana Narapidana dan tahanan mendapatkan motivasi besar untuk 
memilih calon kepala daerah dikarenakan mereka mempunyai hubungan 
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keluarga dengan calon Kepala daerah.’’(2) faktor Kesadaran Politik dimana 
seorang Narapidana yang mempunyai kesadaaran politik yang tinggi mereka 
yang mempunyai jabatan atau memang mereka dari kalangan politis yang 
memang paham dengan pemerintahan dan mereka yang mempunyai 
pendidikan yang lebih tinggi.’’(3) faktor kesempatan Narapidana juga 
diberikan kesempatan dalam hal memilih dan dipilih bahkan sesuai dengan 
hasil wawancara dimana sebagian Narapidana yang tidak mendapat 
kesempatan mereka kecewa lantaran tidak mendapat kesempatan yang 
sama seperti Narapidana-Narapidana lainnya yang terdaftar. 
6.2. Saran 
Fenomena Hak politik yang saya teliti ini memiliki tempat tersendiri 
dalam perpolitikan di Indonesia khususnya hak politik Narapidana. Seringkali 
masyarakat yang bermukim di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota 
Bulukumba ini mempunyai beberapa hambatan dalam pemenuhannya. 
Adapun beberapa saran yang penulis ingin berikan berdasarkan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan yaitu : 
Pertama Untuk menanggulangi beberapa Narapidana yang tidak 
terpenuhi hak politiknya harus dilakukan pengawasan yang melekat terhadap 
proses pemenuhan atau pelaksanaan terhadap hak-hak Narapidana maupun 
Tahanan dan juga harus ada pengaturan atau regulasi yang jelas mengenai 
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kewajiban petugas untuk memberitahukan hak-hak Narapidana sehingga 
apabila dalam prosesnya terjadi pelanggaran, tahanan dapat mengajukan 
keberatan atau menempuh upaya hukum tertentu guna perlindungan hak-hak 
asasi manusia khususnya yang sedang dalam proses penahanan. 
Kedua Untuk menanggulangi masalah pemenuhan hak politik 
Narapidana, hendaknya Lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang 
lebih gencar memperhatikan masyarakat-masyarakat yang sedang dalam 
penahanan. Bukan hanya di Lembaga Permasyarakatan saja tapi di 
Lembaga-lembaga lainnya harus lebih di tingkatkan perhatiannya sehingga 
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TABEL 4.5. DATA PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DAERAH BULUKUMBA 
TAHUN 2015 PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A 
BULUKUMBA 



















1982 31 Belum 
Kawin 
Laki-laki Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   





1956 35 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   





1956 55 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   






1973 39 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
5 Juddin Bin Halle Jalanjang 
Kab.Bulukum
ba 
1985 32 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1985 53 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
120 
 






1978 34 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
8 Panai Bin Sode Kec.Herlang 
Kab.Bulukum
ba 
1951 54 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   





1971 44 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   





1961 54 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1987 28 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1980 23 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
13 Mustamin Als 





1956 59 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1987 28 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   















1982 33 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1989 26 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1972 43 Kawin  Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 









1975 40 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
20 Nur Efendi Als 







1995 20 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
21 Budi Santoso Als 







1987 28 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
22 Muhlisin Jl.Dr.Wahidin 1997 18 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 















1965 50 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1983 32 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1984 31 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
26 Mulyadi AR. Als 






1981 34 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
27 Jordy Olgawan 







1996 19 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   




1983 32 Kawin  Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   




1978 37 Kawi Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 





30 Zulham Als Sul 






1987 28 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 










1996 19 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1985 30 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1967 48 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
34 Andi Paweroi 






1945 70 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1995 20 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   





1970 45 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 











1985 30 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   




1987 28 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   




1967 48 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   




1995 20 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
41 Muh.Basir Als 






1986 29 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1988 27 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1996 19 Belum 
Kawin  
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   




1991 24 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
















1981 34 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
46 Siswandi Als 






1994 21 Belum 
Kawin  
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
47 Nasrul Als 







1993 22 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
48 Muh.Anwar Als 






1987 28 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
49 Muh.sofyan Als 








1975 40 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   






1991 24 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
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1984 31 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
52 Cahiruddin Als 






1977 38 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   









1984 31 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
54 Budimana Als 





1972 43 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
55 Robbi Kadir Als 







1987 28 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
56 Jumardi Als 







1990 25 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1993 22 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 












1981 34 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
59 Hilwandi Rusadi 







1988 27 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   









1994 21 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   





1991 24 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1980 34 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1988 27 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
64 A.Irsan Als 






1990 25 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 








1990 25 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
66 Rudi Hartono 







1986 28 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1978 36 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1976 34 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   






1995 20 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
70 Muh.Irwan Als 





1994 20 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   




1994 20 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
72 Muh.Said Sata 





1990 24 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 













1975 39 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1983 32 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
75 Arman Mansyur 







1986 30 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
76 M.Iskandar Als 






1989 26 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1990 25 Kawin  Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1995 20 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1987 28 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 











1994 21 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   









1976 39 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
82 Adiatma Diapati 







1996 20 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 









1996 20 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   






1997 18 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   






1980 35 kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
86 Saefuddin Als 






1966 49 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   




1996 19 kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 





88 Bakri Anwar Als 






1987 28 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 









1981 34 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
90 Fitrah Hasbullah 







1995 20 Belum 
Kawin  
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
91 Arif Arcan Als 







1985 30 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
92 Mustamin Als 






1957 58 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
93 Syahiruddin Als 






1984 31 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
94 Hj. MAdinah Als Kel.Kasimpur 1968 47 Kawin Wanita Lapas Kelas II A 
Bulukumba 

















1988 27 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
96 Riska Handayani 







1988 27 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   









1978 37 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
98 Muh.Amir Als 






1967 47 Kawin Laki-laki Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
99 Usman Mappi 






1992 23 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   






1958 57 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
101 Kharisman Als 




1978 37 kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 











1975 40 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   




1992 23 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   






1996 19 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1979 36 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1978 37 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
107 A.Mappatangng







1905 23 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1980 35 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
109 Musbar Als Ibba Ds.Dannuang 1980 35 Kawin Sda Lapas Kelas II A    
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1987 28 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1987 28 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1984 31 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1984 31 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   









1981 34 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   









1980 35 kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
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116 Syamsul Alam 






1990 25 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1962 53 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   





1992 33 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
119 Firdaus Als 






1995 20 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   






1958 57 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   




1979 36 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 









1955 60 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
123 Henri Bin Tiar Ds.Parukku 
Kec.Rilau Ale 
1996 19 kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 












1968 47 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
125 Arif Purnama 






1990 25 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1996 19 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1982 33 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1962 53 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1991 24 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
130 Faizal Als Ical Ds.Lembann 1994 21 Belum Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
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1996 19 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1990 25 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
133 Randy 
Dg.Sewang Als 







1997 18 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1992 23 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1994 21 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
136 Faisal 
Efendi,A.md Als 






1988 27 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   





1960 55 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 












1952 63 kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1988 27 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   






1979 36 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
141 Nurhayati Als 






1978 37 Kawin Wanita Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
142 Sudiarti,S.Sos 








1985 30 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   








1993 22 Kawin Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   






1985 30 Kawin sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 


























1983 32 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   







1977 38 Belum 
Kawin 
Sda Lapas Kelas II A 
Bulukumba 
   
